TESIS MEGISTER HUKUM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JAYABAYA
LULUSAN TAHUN 2015

NO TGL
NO NAMA NO.POKOK JUDUL TESIS PEMBIMBING
PANGGIL CATAT
TIAHYO WILLIS Perlindungan Terhadap Pelaut dikapal Prof.DR.Suhandi
1 GERILYANTO 12010262076 Berdasarkan Undang-undang Cahaya,SH.,MH.,MBA dan 15/MH/01/TJA 21 Des 2015
Ketenagakerjaan dan Hak asasi Pelaut Lukmanul Hakim, Ph.D
Penetapan Batas Maritim Wilayah Laut
Antar Republik Indonesia dengan Timor [Prof.DR.Idzan Fautanu,MA dan
2 |RUDISYAMSIR 11010262086 Leste Pasca Lepasnya Timor-Timur Dari |DR.H.Hasbi Hasan,MH 15/MH/02/RUD 21 Des 2015
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Kebijakan Pemberian Pertimbangan
TIYAR CAHAYA Pinjaman Daerah Oleh Menteri Dalam DR.H.Hasbi Hasan,MH dan
3 KUSUMA 13010261066 Negeri Kepada Pemerintah Daerah Dalam|DR.Ismail Ramadan,SH.,MH 15/MH/O3/TIY 21 Des 2015
Perspektif PP Nomor 30 Tahun 2011
Pidana Pencucian Usng Dl Perspelit 71O DR, Surend
4 |SUPONO 13010261063 g P Cahaya,SH.,MH.,MBA dan 15/MH/04/SUP 21 Des 2015

Teori Pembuktian Pada Sistem Peradilan
Pidana di Indonesia

Lukmanul Hakim, Ph.D




BAMBANG

Dasar Penegak Hukum Dalam

DR.H.Hasbi Hasan,MH dan

SUWONDO 11010262069 Membatalkan Akta Otentik Yang Cacat |Prof.DR.Suhandi 15/MH/05/BAM 21 Des 2015
Hukum Cahaya,SH.,MH.,MBA
Implementasi Pelaksanaan Undang-
undang Rl Nomor 2 Tahun 2012 Tentang |Prof.DR.Masyudzulhak dam
JAMALUDIN 12010262021 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan DR.H.Hasbi Hasan,MH 15/MH/06/JAM 21 Des 2015
Untuk Kepentingan Umum
Pemidanaan Prajurit Tentara Nasional
Indonesia (TNI) Yang Melakukan Tindak
DIDIK PURNA Pidana Umum dalam Peradilanm Umum [DR.H.Hasbhi Hasan,MH dan
IRAWAN 13010261005 Berdasarkan Undang-undang 34 Tahun |DR.Lilik Mulyadi,SH.,MH 15/MH/07/DID 21 Des 2015
2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
(TN
Pengelolaan Aset Daerah Dalam Upaya |Prof.DR.ldzam Fautanu,MA dan
NURDIN UMAR 13010261021 Mewujudkan Good Governance DR.H.Hasbi Hasan,MH 15/MH/08/NUR 21 Des 2015
DEKIEFRIZAL  |12010262048  |Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek |/ 01:DR:MS. Tumanggor,SHMH 000 e 21 Des 2015

dan DR.Ismail Ramadan,SH.,MH




JUNIOR HECTA

Perlindungan Hukum Harta Kreditor Atas
Debitor Yang dinyatakan Pailit dikaitkan

Prof.DR.MS.Tumanggor,SH.,MH

10 SUKMA WARDANA 12010262020 Dengan Undang-un(_jgng Nomor 37 Tahun dan DR.H.Hasbi Hasan,MH 15/MH/10/JUN 21 Des 2015
2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan
Kewajiaban Pembayaran Utang
ARISTYO Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan |Prof.DR.MS.Tumanggor,SH.,MH
1 RAHADIYAN 12010261044 Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita |dan DR.H.Hasbi Hasan,MH L5/MH/LUARI 21 Des 2015
Fungsi Dan Peran Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah Dalam Rangka .
12 |DHENDY FERYAN (13010261040 |Implementasi Peraturan Pemerintah |10 Hasan MH dan Dr-Taswem) gy 5514 20-Mar-17
. Tarib,Bc.Im.,SH.,MH.
Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor
MARITA Dalam Sengketa Kepailitan Yang Telah [Prof.DR.MS.Tumanggor,SH.,MH
13 SETYANINGSIH 11010262076 Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Kasus [dan DR.H.Hasbi Hasan,MH 15/MH/I3/MAR 21 Des 2015
PK No.122 PK/Pdt.Sus/2011)
Fungsi Pengawasaan DPR-RI Sebagai
Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia
KHAIRUL . Prof.DR.Idzam Fautanu,MA dan
14 ADIPRAJA 09010262041 Dalam Perspektif Undang-undang No.27 DR.H.Hasbi Hasan MH 15/MH/14/KHA 21 Des 2015

Tahun 2009 Tentang MPR,DPR,DPD,
dan DPRD




Sistem Pemilihan Umum Yang Efektif
dan Efisien Berdasarkan Demokrasi

DR.H.Hasbi Hasan,MH dan

15 |CARREL TICUALU (12010261055 Pancasila Dalam Rangka Negara DR.Ismail Ramadan,SH..MH 15/MH/15/CAR 21 Des 2015
Kesatuan Republik Indonesia
Pendaftaran Tanah Hak Milik Karena
16 |DAMINIEMELI  |11010262070  |Redistribusi Dihubungkan Dengan Prof.DR.MS. Tumanggor,SH.MH 0 111 6/0AM 21 Des 2015
. dan DR.H.Hasbi Hasan,MH
Undang-undang Agraria
UNTUNG Pendaftaran Tanah Hak Milik Karena o
17 |BAMBANG 12010262034 |Redistribusi Dihubungkan Dengan DR.H.Joko Sriwidodo,SH. MH dan |, /s 7/ g7 21 Des 2015
. DR.Ismail Ramadan,SH.,MH
SURADI Undang-undang Agraria
Implementasi Perlindungan Hukum
Terhadap Tenaga Kerja Alih Daya
1 |KHALILUL 12010261071  |Berdasarkan Pasal 65 dan 66 Undang- | -DR-MS.Tumanggor,SH.MH =1, o s o ia 21 Des 2015
RAHMAN dan Prof Mansyur Effendi,SHMSi
undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan di PT.Indosat Thk
Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang
Hak Tanggungan Dalam Hal Terjadinya
19 |ERY WIDHIANTO 112010261056 Pembatalan Eksekusi Hak Tanggungan  |Prof.DR.MS.Tumanggor,SH.,MH 15/MH/19/ERY 21 Des 2015

Jaminan Kredit Bank (Studi Pada Putusan
Mahkamah Agung Rl Nomor 893
K/PDT/2004 Tanggal 28 April 2009)

dan DR.Ismail Ramadan,SH.,MH




20

CHABIB SUSANTO

12010262012

Perlindungan Hukum Hak Anak Dalam
Penahanan Di Lapas Klas 1A Salemba
Jakarta Pusat

Prof.DR.Suhandi
Cahaya,SH.,MH.,MBA dan
DR.H.Joko Sriwidodo,SH.,MH

15/MH/20/CHA

21 Des 2015

21

TONO NOVIANTO

13010261087

Penegakan Hukum Tindak Pidana Desersi
Terhadap Prajurit Pangkalan Utama AL
Il (Lantamal) Berdasarkan Kitab Undang
undang Hukum Pidana Militer (Studi
Kasus Putusan Nomor 253-K/PM II-
08/AL/X/2013)

DR.H.Hasbi Hasan,MH dan Lilik
Mulyadi,SH.,MH

15/MH/21/CHA

21 Des 2015

22

EDY IRAWAN

13010261007

Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk
Tujuan Eksploitasi Seksual Dikaitkan
Dengan Sistem Perbudakan Modern
(Studi Kasus Putusan
No0.107/Pid.B/2013/PN.KnG)

DR.H.Hasbi Hasan,MH dan Lilik
Mulyadi,SH.,MH

15/MH/22/CHA

21 Des 2015

23

KASMAN YORI
HAREFA

12010262022

Penegakkan Hukum Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika Terhadap
Prajurit TNI AL Menurut Undang-undang
RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika Di Koarmabar (studi Kasus
Putusan Pengadilan Militer 11-08 Jakarta

DR.H.Hasbi Hasan,MH dan Lilik
Mulyadi,SH.,MH

15/MH/23/KAS

21 Des 2015

24

ARIANO SITORUS

13010261101

Kepastian Hukum Atas Penyelesaian
Sengketa Transaksi Derivatif Valuta
Asing (studi Kasus Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan Nomor

398/Pdt.G/2010/Pn.Sel)

Prof.DR.MS.Tumanggor,SH.,MH
dan DR.H.Hasbi Hasan,MH

15/MH/24/ARI

21 Des 2015




25

HEINCE BUDINA
KOMATSU

13010261070

Penerapan Asas Keadilan Yang
Berimbang Bagi Kreditor Dan Debitor
Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa
Pailit Dengan Referensinya Undang-
undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban

DR.H.Hasbi Hasan,MH dan
DR.Ismail Ramadan,SH.,MH

15/MH/25/HEI

21 Des 2015

26

NAOMI AGUSTINA

12010262026

Pemberian Ganti Rugi Kepada
Masyarakat Atas Percepatan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum

DR.H.Hasbi Hasan,MH dan
DR.Ismail Ramadan,SH.,MH

15/MH/26/NAO

21 Des 2015

27

ERWIN
MARCELUS
SILALAHI

12010261015

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak
Ketiga Atas Direksi Perseroan Terbatas
Yang Melakukan Tindakan Melebihi
Kewenangan (Ultra Vires)

Prof.DR.MS.Tumanggor,SH.,MH
dan DR.H.Hasbi Hasan,MH

15/MH/27/ERW

21 Des 2015

28

ROY MARTHEN
KUADA

13010261027

Konflik Kewenangan Antara Pemerintah
Daerah Dengan DRPD Dalam
Penyusunan APBD 2015 (Studi Kasus
Penetapan APBD DKI Jakarta)

Prof.DR Maszydzulhak dan
DR.H.Hasbi Hasan,MH

15/MH/28/ROY

21 Des 2015

29

SIRJONI
SIMANGUNSONG

12010261095

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang
Hak Cipta Batik Danar Hadi atas klaim
Malaysia ditinjau dari Undang-undang
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak
Cipta

Prof.DR.MS.Tumanggor,SH.,MH
dan DR.Ismail Ramadan,SH.,MH

15/MH/29/SIR

21 Des 2015




Status Hukum Kepemilikan Dana Deposit
Travel Agent Pada Maskapai

Prof.DR.MS.Tumanggor,SH.,MH

30 |IRAWAN ARTHEN 1112010262083 Penerbangan Pasca Putusan Pailit Oleh  |dan DR.Ismail Ramadan,SH.,MH 15/MH/SO/IRA 21 Des 2015
Pengadilan Niaga Jakarta
Regulasi dan Implementasi Pembangunan
Perumahan Dengan Hunian Berimbang .
31 SRI MAHARANI 12010260031 Bagi Pemenuhan Kebutuhan Rumah DR'H'Ha}SbI Hasan,MH dan 15/MH/31/SRI 21 Des 2015
DPRM . DR.Ismail Ramadan,SH.,MH
Untuk Masyarakat Berpenghasilan
Rendah
Eksistensi Komisi Yudisial Dalam
Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman
g2 |LISDALUMBAN 114010061030 |Republik Indonesia Menurut Pasal 248 |- DRildzam FautanuMA dan 1, oy o)) 1 21 Des 2015
GAOL Lukmanul Hakim.,P.Hd
Undang-undang Dasar 1945 Pasca
Amandemen
FATAHILLAH Perlindungan Terhadap Perempuan dan  |DR.Lilik Mulyadi,SH.,MH dan
33 |AHMAD 12010262052 anak sebagai korban tindak perdagangan |Prof.DR.Suhandi 15/MH/33/FAT 21 Des 2015
LATOELADA Orang (Traficking) Cahaya,SH.,MH.,MBA
Penegakkan Hukum Terhadap
31 |RIYUSRON 13010262097 Pengelolaan Tambang Atas Perjanjian DR.H.Hasbi Hasan,MH dan 15/MH/34/RIY 21 Des 2015

Eksploitasi Dalam Perspektif Undang-
undang Mineral dan Batubara

Prof.DR.MS.Tumanggor,SH.,MH




ANAK AGUNG
ARYA

Perlindungan Hukum Saksi Dan

DR.Joko Sriwidodo dan DR.Ismail

35 YUDHISTIRA 12010262038 E:Z?:?D?n Tizriizlrt] I\élialégnylr;;?;r:m Ramadhan.Sh..MH 15/MH/35/ANA 21 Des 2015
MATARAM y P
Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Pengrusakan Dan Kekerasan Peternakan .
36 [BUNGA 12010261010 Kandang Ayam (Putusan Pengadilan DR.Suhandi Cahaya,SH.,MH dan 15/MH/36/BUN 21 Des 2015
. DR.Poerwanto,SH.,MH
Negeri Tanggerang
No0.1310/Pid.B/2011/PN-TnG)
Penyalahgunaan Wewenang Dalam Prof.DR.Suhandi
37 [JIMMIY MARTHIN [10010262047 Tindak Pidana Korupsi APBD Cahaya,SH.,MH.,MBA dan 15/MH/37/1JIM 21 Des 2015
Berdasarkan Putusan Pengadilan DR.H.Hasbi Hasan,MH
Restrukturisasi Utang PT.Persero Pada
Proses Perdamaian Berdasarkan Undang- .
38 |ROSALIPUSPAK |12010261036  |undang PT Dan Undang-undang DR H.Hasbi Hasan,MH dan 15/MH/38/ROS 21 Des 2015
o . Prof.DR.MS.Tumanggor,SH.,MH
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang
Pemilihan Gubernur Provinsi Daerah
Khusus lbu Kota Jakarta (Studi Atas
39 [RIVANDI 12010262029 |Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 | 0--DR-H ldzan Fautanu,MA dan 1, o oy ag gy 21 Des 2015

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota)

DR.H.Hasbi Hasan,MH)




40

TONDY KARIM

10010261015

Analisis Hukum Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Ditinjau
Dari Undang-undang No.39 Tahun 2004
Tentang Penempatan Dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Prof.DR.H.ldzan Fautanu,MA dan
DR.H.Hasbi Hasan,MH)

15/MH/40/TON

21 Des 2015

41

SHANNET
FEBRIYANTI

12010262032

Penyelesaian Pelanggaran Hak Cipta
Antara Dishidros TNI AL dengan

Jeppesen Melalui Mekanisme Diluar
Pengadilan (Out of Court Settlement)

DR.H.Hasbi Hasan,MH dan
DR.Ismail Ramadan,SH.,MH

15/MH/41/SHA

21 Des 2015

42

INDRAYANI
KESUMASTUTI

0901026151

Kepatuhan Daerah dalam
Mempublikasikan Dokumen dan
Informasi Hukum (Studi Kasus Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Nasional)

Prof.DR.H.ldzan Fautanu,MA dan
DR.H.Hasbi Hasan,MH)

15/MH/42/IND

21 Des 2015

43

KEMALA ATMOJO

13010261049

Perlindungan Hukum Dalam Kontrak
Perusahaan Film Dan Insan Perfilman
Berdasarkan Undang-undang
Ketenagakerjaan

DR.Hasbi Hasan,MH dan DR.Ismail
Rumadan, SH.,MH

15/MH/43/KEM

12-Apr-16

44

WIRA WIDIATAMA

120102620078

Implementasi Undang-undang Nomor 6
Tahun 2011 Tentang ke Imigrasian Oleh
Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim)

Prof.DR.H.ldzan Fautanu,MA dan
Lukmanul Hakim, Ph.D

15/MH/44/WIR

12-Apr-16




45

YUANNE
MARIETTA, RM

11010262038

Perlindungan Hukum Terhadap
Perempuan pada Tindak Pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Prof.DR.H.ldzan Fautanu,MA dan
Lukmanul Hakim, Ph.D

15/MH/45/YUA

12-Apr-16

46

DASEP TITOF

13010261038

Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan
Negara Sejahtera Berdasarkan Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

DR.Hasbi Hasan,MH dan Lukmanul
Hakim, Ph.D

15/MH/46/DAS

12-Apr-16

47

AGUS PERMANA

120102620082

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga
Kerja Outsourching Berdasarkan
Perjanjian Kerja di PT Multi Terminal
Indonesia Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor .27/PPU-1X/2011

Prof.DR.MS.Tumanggor, SH.,M.Si
dan DR.Ismail Ramadhan, SH.,MH.

15/MH/47/AGU

12-Apr-16

48

SOPWAN

11010262187

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Money
Politic dalam Pemilihan Umum Legislatif
Menurut Undang-undang No.8 Tahun
2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan

Prof.DR.MS.Tumanggor, SH.,M.Si
dan DR.Hasbi Hasan,MH

15/MH/48/SOP

12-Apr-16

49

ANITA LATIFAH

13010261017

Harmonisasi Hukum Otonomi Daerah
Dalam Pembentukan Badan
Kependudukan Dan Keluarga Berencana
Daerah (BKKBD) Berdasarkan Undang-
undang No.52 Tahun 2009 Tentang
Perkembangan Kependudukan Dan

Prof.DR.H.ldzan Fautanu,MA dan
DR.H.Hasbi Hasan,MH)

15/MH/49/ANI

12-Apr-16




Penegakan Hukum Atas Perkara Tindak
Pidana Pendidikan Dalam Kaitan
Pemberian Gelar Akademik Tanpa Hak

DR.Hasbi Hasan,MH dan DR.Lilik

50 [ZAINUL AMRI 13010261034 Oleh Institute Manajemen Global (IMG) |Mulyadi, SH. MH 15/MH/50/ZAl 12-Apr-16
dan Nother California University
(NCGU)
Penerapan Asas Pembuktian Terbalik . .
51 |MUKHAROM 13010261078 |Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di |2~ st Hasan MH dan DR.Ismail 1, oy eq gk 12-Apr-16
. Rumadan, SH.,MH
Indonesia
Pertanggung-jawaban Lembaga Non
MUHAMMAD Struktural Dalam Sistem Ketatanegaraan |DR.Hasbi Hasan,MH dan Taswem
52 |HELMI FAKHRAZI |13010261052 i | embaga Independen Komisi Tarib, SH..MH.,Bc.Im (Cand) Dr, | -2 MH/52/MUH 12-Apr-16
Kepolisian Nasional - KOMPOLNAS)
DEDDY MARTHIN Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam |Prof.DR.Masyudzulhak dan
53 SURYADI 120102620015 Konsep Good Governance di Indonesia  |DR.H.Hasbi Hasan,MH 15/MH/53/DED 12-Apr-16
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga . .
54 [ANGG! 12010261045 |Kerja Asing Dalam Alih Tekhnologi |2 v 1201 Hasan,MH dan DR.lsmail |, 5, e/ A NG 12-Apr-16

PURWITASARI

Dibidang Penanaman Modal

Rumadan, SH.,MH




Eksistensi Pengadilan Pajak Berdasarkan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002

Dr.H.Hasbi Hasan,MH dan

55 |PARWOTO 11010261019 Tentang Pengadilan Pajak Dan Lukmanul Hakim Ph.D 15/MH/55/PAR 06 Des 2016
Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.
Peranan Bapas Melakukan Diversi
Terhadap Anak Yang Berkonflik dengan [Dr.Lilik Mulyadi,SH.,MH dan

56 |IYAN SUVENLY.N ]13010261086 Hukum (ABH) Dalam System Peradilan | Dr.H.Hasbi Hasan,MH 15/MH/56/1YA 06 Des 2016
Anak
Pertanggungjawaban Lembaga Non .

MUHAMMAD Dr.H.Hasbi Hasan,MH dan

57 HELMI FAKHRAZI 13010261052 Struktur.al Dalam System Ketatanegaraan Dr.Taswen Tarib. Bc.Im..SH..MH. 15/MH/57/MUH 06 Des 2016
Indonesia.
Implementasi Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) dan Hak-hak Pekerja
Berdasarkan Asas Keadilan Menurut Prof.Dr.Tumanggor,SH.,MSi dan

58 |AHMAD MUKHLIS 112010262045 Undang-undang Ketenagakerjaan (Studi |Dr.Ismail Rumadhan,SH.,MH 15/MH/58/AHM 06 Des 2016
Kasus Putusan No,140 K/Pdt.Sus/21012
Perkara Perselisihan Hubungan Industri
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .

59 |DADANG FIRDAUS [13010261004 Dan Perdamaian Pada Perseroan Terbatas Dr.Ismail Rumadhan,SH.,MH dan 15/MH/59/DAD 20 Maret 2017

Sebagai Upaya Perlindungan Debitor

Lukmanul Hakim, Ph.D.




Implikasi Hak Inisiatif Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) Dalam Pembentukan

Dr.H.Hasbi Hasan,MH dan

60 |[MUGIYONO 13010261050 Undanngndang Ditinjau Dari T(_eorl Dr Taswen Tarib,Bc.Im..SH..MH. 15/MH/60/MUG 20 Maret 2017
Pembagian Kekuasaan Dan Teori
Kedaulatan Rakyat
Perlindungan Hukum Terhadap Hak
Merek Yang Telah Terdaftar Pada Dirjen .
61 |ELIZAMANSYUR [13010261036  |Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus : ggﬂfﬁmfnm:‘i‘igrgogﬂz'M'S' 15/MH/61/ELI 20 Maret 2017
Putusan MA Nomor : 162.K/PDT.SUS- T
HKI1/2014
Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil
62 |DIAN ERVINA 12010262097 | Dalam Perspektif Perlindungan Hak Prof.DR ldzam Fautanu,MA dan |\ 1160014 20 Maret 2017
. . Lukmanul Hakim.,P.Hd
Asasi Manusia
Peran Legislasi Dewan Perwakilan
g3 [ABDULMAJID 141410261023 |Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem|" 0" DR-1dzam FautanuMA dan 1, o o eanpy 21 Des' 2015
HEFZI . . Dr.Ismail Rumadhan.SH.,MH
Bikameral Yang Efektif
Kajian Yuridis Pertimbangan Dalam
Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap
BRAHMANTYA Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan
64 |PUJI 20120102620011 |Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun Errors'z:i'l'dRerr:a';f]‘;tnag‘:lMl\//'l\:a” 15/MH/64/BRA 28 Jun 2019
KURNIARIADI 2010 Dan Peraturan Kepala Badan ' R

Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun
2010




TESIS MEGISTER ILMU HUKUM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS JAYABAYA
LULUSAN TAHUN 2016

TGL
NO NAMA NO.POKOK JUDUL TESIS PEMBIMBING PANGGIL CATAT
Pengawasan Penggunaan Tenaga
SARI . . Prof.DR.H.Idzan Fautanu,MA dan

2 KARUNIAWATI 12010262074 (Kerja Warga _Negara A_smg Pendatang DR.H.Hasbi Hasan, MH) 16/MH/02/SAR 12 APR 2016
(TKWNAP) Di Indonesia
Kompetensi Peradilan Agama Dalam

AHMAD Menyelesaikan Kepailitan Perbankan |Prof.DR.H.Idzan Fautanu,MA dan

3 SAPRUDIN 13010262048 Syari'ah Berdasarkan Undang-undang |DR.H.Hasbi Hasan,MH) 16/MH/03/AHM 12 APR 2016
Nomor 3 Tahun 2006
Penetapan Upah Minimum Di Daerah
Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai
Implementasi Kesejahteraan :

4 |ZICARDOOSMAR | 13010262065 |Pekerja/buruh dikaitian Dengan Upah E?EDE'TEW;”QQOE;ISHH"MS' dan |16/MH/04/RIC 06 Des 2016
Hidup Layak Dalam Undang-undang -N.Hasbi Hasan,
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenaaakeriaan
Dualisme Kewenangan Pengisian Jabatan
Di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum .

5 2:4";.’;3”]”‘4 10010261017 |Kabupaten/Kota - Studi Kasus Pengisian BR'TH'HaSb'THa.s;g'MIH d";':' v, |16/MH/05/WAH 06 Des 2016
Jabatan Esselon IV Seketariat Komisi r.taswen farib,be.im.,on., MH.
Pemilihan Umum Kota Cimahi
Legal Officer Dalam Pemberian Kredit
Dikaitkan Dengan Pelaksanaan Undang- .

6 |susrmarvantr | 14010261180 |undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang |-rODR-Tumanggor,SH.,MSidan |, oy 06/sus 06 Des 2016

Perubahan Undang-undang Nomor 7
Tahun 1992 Tentang Perbankan

DR.H.Hasbi Hasan,MH




MUHAMMAD TRI
SAOKY

13010262021

Penerapan Teknologi Tentang Informasi
Dan Transaksi Elektronik Dilihat Dari
Perspektif Undang-undang Nomor 11
Tahun 2008 Dalam Tindak Pidana Cyber
(Studi Kasus Perkara Nomor
382/PID,SUS/2014/PN,YVK)

DR.H.Hasbi Hasan,MH dan
Dr.Joko Sri Widodo,SH.,MH.

16/MH/07 /MUH

06 Des 2016

HENDRY
GUNAWAN

14010261166

Beban Pembuktian Terbalik Pada Tindak
Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-
undang No.31 Tahun 1999 JO UU No.20
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (studi Kasus
Putusan Mo.82/Pid.Sus-
TPK/2014/PN.Bda)

DR.H.Hasbi Hasan,MH dan
Dr.Joko Sri Widodo,SH.,MH.

16/MH/08/HEN

06 Des 2016

RIMA MARDIANA

13010262039

Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing
(WNA) terkait Pelanggaran Izin Tinggal
(Overstay) Berdasarkan Undang-undang
RI No.6 Tahun 2011 Tentang
Keimigrasian (Wilayah Kerja Kantor
Imiarasi Klas I Jakarta Timur)

DR.H.Hasbi Hasan,MH dan
Lukmanul Hakim,Ph.D

16/MH/09/RIM

06 Des 2016

10

EKO NUGROHO

13010261008

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen
Atas Kerahasiaan Data Pribadi Dalam
Transaksi Elektronik Commerce Di
Internet

Prof.Idzan Fautanu,MA dan
Dr.Ismail Rumadhan,SH.,MH.

16/MH/10/EKO

06 Des 2016

11

SONDA
PARNINGOTAN

14010261090

Peranan Hukum Terhadap Pelaksanaan
Proyek Konstruksi Milik Pemerintah
Dikaitkan Dengan Undang-undang Nomor
18 Tahun 1999 Tentang Jasa Kontruksi

Prof.Dr.Tumanggor,SH.,MSi dan
Dr.H.Hasbi Hasan,MH

16/MH/11/SON

06 Des 2016

12

13

MAHMUD

13010262092

Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan
Atau Koorporasi Peringkat Merah Dan
Hitam Proper (Studi Kasus)

Prof.Dr.Suhandi
Cahaya,SH.,MH.,M.B.A dan Lukmanul
Hakim, Ph.D

16/MH/13/MAH

06 Des 2016

14

AMRAN TIHURUA

13010261002

Penanganan Terorisme Oleh Datasemen
Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri
Ditinjau Dari Perspektif Hak Azasi Manusia
(HAM)

Prof.Dr.H.Idzan Fautanu,MA dan
Dr.H.Hasbi Hasan,MH

16/MH/14/AMR

06 Des 2016




Perlindungan Hukum Bagi Konsumen
Belanja Online Dikaitkan Dengan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Prof.Dr.H.Masyhudzulhak dan

15 (LENY MELINDA 14010261067 Perlindungan Konsumen Dan Undang- Dr.H.Hasbi Hasan,MH 16/MH/15/LEN 06 Des 2016
undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi elektronik
Legalisasi Letter C Sebagai dasar
Pembuktian Yuridis Pemberian Hak Guna |Dr.Ismail Rumadhan,SH.,MH dan
16 |RIDAWATY 13010262081 Bangunan Dalam Rangka Investasi (Studi [Lukmanul Hakim, Ph.D. 16/MH/16/RID 06 Des 2016
Pada PT Bibit Indonesia)
Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem
Ketatanegaraan Berdasarkan Undang- Prof.Dr.H.Idzan Fautanu,MA dan
17 |ANITA HERLINA 11010261077 undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang | Dr.H.Hasbi Hasan,MH 16/MH/17/ANI 06 Des 2016
Kementrian Negara.
Perjanjian Kerja Kemitraan Dikaitkan
Dengan Asas Kebebasan Berontak Dalam .
18 Zgjggo 1410261045 [Hubungannya Dengan Undang-undang Erolz.lilr.TE_rn;nggolzliH.,MS| dan 16/MH/18/DAD 06 Des 2016
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang r.H.Hasbi Hasan,
Ketenagakerjaan.
Kewenangan Pengadilan Agama Dalam
Melaksanakan Eksekusi Hak Tanggungan .
19 szg%yom: 13010262012 |Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi B:?OESSSE: v\zzzg’osgl'_’llvl;ﬁan 16/MH/19/DWI 06 Des 2016
No0.93/PPU-X/2012 Tanggal 29 Agustus ) A
2013.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Profesi  |Prof.Dr.Suhandi
20 ;’ggAﬁg;;RYANDO 14010261033 |Perawat Terhadap Undang-undang No.38 |Cahaya,SH.,MH.,M.B.A dan 16/MH/20/TOM 06 Des 2016
Tahun 2014 Tentang Keperawatan Dr.H.Hasbi Hasan,SH.,MH.
Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum.
Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak .
21 |WILDAN SAPUTRA | 13010262029 |Pidana Pemalsuan Surat (Stusi Kasus |- -F1asbi Hasan,SH., MH dan 16/MH/21/WIL 06 Des 2016

Nomor : 865/Pid.B/2011/PN.Bks)

Dr.Joko Sri Widodo,SH.,MH.




Penegakan Hukum Terhadap Tindak
Pidana Fidusia Berdasarkan Undang-

Dr.Joko Sri Widodo,SH.MH dan

22 \wAcryo 14010261099 undnag Nomor 42 Tahun 1999 Tentang |Likmanul Hakim,Ph.D 16/MH/22/WAG 06 Des 2016
Jaminan Fidusia
Tanggungjawab Corporate Social
Responsibility (CSR) Oleh PT Medco E&P |Dr.H.Hasbi Hasan,SH.,MH dan
23 |ASEP RUSDIAN 13010262007 Indonesia Untuk Melindungi Masyarakat |Dr.Ismail Rumadhan,SH.,MH. 16/MH/23/ASE 06 Des 2016
Sekitar Perusahaan
Penerapan Asas Transparansi Dan
Akuntabilitas Dalam Badan Usaha Milik .
24 |EDY ROSYADI 13010262045 |Daerah (BUMN) - (Studi Kasus Dr.H.Hasbi Hasan,SH. MH dan 16/MH/24/EDY 06 Des 2016
- Lukmanul Hakim,Ph.D
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Tirta Patriot Kota Bekasi)
Penerapan Otonomi Daerah Pada Sektor
Pelayanan Publik Dikaitkan Dengan .
25 ﬁEgH?IRDIANA 13010262008 |Prinsip Good Governance (studi Kasus Erolfl. IID_lr.TE_m : nggo;/,ISHH.,MS| dan 16/MH/25/ASE 06 Des 2016
Pelayanan Peijinan Terpadu Kota r.F.Aasbl Rasan,
Bandunqg)
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang
Saham Minoritas Dikaitkan Dengan
RACHMAT Penerapan Good Coorporate Governance |Prof.Dr.Tumanggor,SH.,MSi dan
26 SETIAWAN 13010262064 (GCG) Dalam Perspektif Undang-undang (Lukmanul Hakim,Ph.D 16/MH/26/RAC 06 Des 2016
Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
5 Terlbaéas
KONTANTINUS Perlindungan Terhadap Anak Perempuan . .
27 |Dopo yonas 14010261064 |Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Earﬁt.)HuZiSt')lleHiiaghSHl\;lle dan Dr-Pri |4 6 /MH/27/KON 06 Des 2016
GHILA SIGA Pelecehan Seksual guh,>n., M.
Kewenangan Profesi Advokat Dalam I
28 |TRISNO 13010262073 |Dualisme Penanganan Perkara Pajak Di gr'AgduI' Ans.lhgr' R'tgl:ga’g:"m: 16/MH/28/TRI 06 Des 2016
Ppengadilan Pajak an Dr.Ismail Rumadhan,SH.,MH.
Tugas Pemolisian Masyarakat Dalam
29 |7anTER s.mManvaLu | 13010261100 Penyelenggaraan Keamanan Dan Dr.H.Hasbi Hasan,SH.,MH dan 16/MH/29/IAN 06 Des 2016

Ketertiban Di Masyarakat Sesuai Dengan
Perkap No.3 Tahun 2015

Dr.Joko Sri Widodo,SH.,MH.




Problematika Wewenang Pengawasan

Prof.M.S Tumanggor,SH.,Msi dan

30 |AGUS HUMAIDI 12010261001 |Perbankan Dari Bank Indonesia Ke . 16/MH/30/AGU 20 Maret 2017
) Dr.H.Hasbi Hasan,MH.
Otoritas Jasa Keuangan
Implementasi Penghentian Penyidikan -
31 |surRoHMAD 14010261087 |Tindak Pidana Delik Biasa Dalam  |_00K0 Sri Widodo,SH.MH dan 1, g,y /31/sur 20 Maret 2017
. , . Likmanul Hakim,Ph.D
Perspektif Hukum Pidana Indonesia
Kewenangan Kurator Dalam Perkara
Permohonan Pailit Terhadap
Perseroan Terbatas Berdasarkan
ALFONSO Dr.H.Hasbi Hasan,SH.,MH dan
32 NAPITUPULU 14010262103 [Undang-undang Nomor 37 Tahun Dr.Ismail Rumadhan, SH.,MH. 16/MH/32/ALF 20 Maret 2017
2004 Tentang Kepailidan Dan
Penundaan Kewajiaban Pembayaran
Utang
Kekuatan Pembuktian Elektronik
ENDANG Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Prof.Dr.Suhandi
33 13010262083 |Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan [Cahaya,SH.,MH.,M.B.A dan 16/MH/33/END 20 Maret 2017
PATMINI . :
Undang-undang Lalu Lintas dan Lukmanul Hakim, Ph.D
Angkutan Jalan
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap  |Dr.H.Hasbi Hasan,SH.,MH dan
3% |SYAKHRUDDIN | 14010262031 | 0o pemilinan Kepala Daerah Dr.Pri Pambudi Teguh,SH.,MH, | F8/MH/34/SYA 20 Maret 2017
Kewajiban Menggunakan Bahasa .
CECEP ZAENAL . Prof.Dr.Jeane Neltje Saly,SH.,MH.
35 MUTAQIN 14010261152 Indone5|a_1 Dalam Pembuatan Kontrak Dan Dr.H.Hasbi Hasan, MH. 16/MH/35/CEC 20 Maret 2017
Intternasional
Problematika Pembentukan Undang-
36 |ROJAT 13010262030 undang Dan Pembatalan Undang- Prof.Dr.MS Tumanggor,SH.,MH. 16/MH/36/ROJ >0 Maret 2017

undang Dalam Judicial Review Di
Mahkamah Konstitusi

Dan Dr.H.Hasbi Hasan,MH.




Penataan Ulang Izin Pertambangan

JOHANSYAH . . . . .
37 |aNTON 14010262115 Mglalw Kel_aljakan Mora_tor_lum Terkait Dr.H.Ha_sbl Hasan,SH.,MH. Dan 16/MH/37/IOH 50 Maret 2017
Alih Fungsi Lahan Menjadi Lahan Dr.Ismail Ramadhan,SH.,MH
BUDIMAN
Pertambangan
Sengketa Tanah Perhutani Dan .
38 RISMA WULAN 14010261175 |Masyarakat Terkait Dengan Undang- Dr.H.Hasbi Ha;an,SH.,MH. Dan 16/MH/38/RIS 20 Maret 2017
SARI Lukmanul Hakim, Ph.D
undang Pertanahan dan Hukum Adat
Penerapan Peraturan International
Comercial Term (Incoterms) Dalam  |Prof.Dr.Jeane Neltje Saly,SH.,MH.
39 |ZAENAL ARIFIN 14010261135 Transaksi Ekspor dan Impor Di Dan Dr.H.Hasbi Hasan,MH. 16/MH/39/ZAE 20 Maret 2017
Indonesia
Disharmoni Peratiran Perundang-
undangan MengenaiKewenangan Prof.Dr.Idzam Fautanu,MA dan
40 |ILHAM AKBAR 14010261055 Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal Dr.H.Hasbi Hasan,MH. 16/MH/40/ILH 20 Maret 2017
Penangkap Tkan
Hak-hak Ekonomi Dalam Pelaksanaan .
41 |ALFI MUALIFAH | 14010262056 |Perjanjian Lisensi Allih Teknologi Dr.H.Hasbi Hasan,SH. MH. Dan -, & vy 40 /AL 20 Maret 2017
i Dr.Ismail Ramadhan,SH.,MH
Antara Inventor Dan Lisensor
Penerapan Putusan Pidana Bersyarat
TAKADA ICHIE Dalam System Peradilan Pidana Di Prof.A.Masyhur Effendi,SH.,MS
42 SIREGAR 13010262071 Indonesia (alternatif Pengganti Pidana|dan Dr.H.Hasbi Hasan,MH. 16/MH/43/TAK 20 Maret 2017
Penjara Jangka Pendek)
Kekuatan Akta Dibawah Tangan Yang
SAKTI ) . . Prof.Dr.MS Tumanggor,SH.,MH.
43 ALAMSYAH 13010262093 |Telah Dilegalisasikan Oleh Notaris Dan Dr.H.Hasbi Hasan, MH. 16/MH/44/SAK 20 Maret 2017

Sebagai Alat Bukti Di pengadilan




Tanggung Jawab Perusahaan Jasa
Pengurusan Transportasi Dalam
Kegiatan Ekspor Dan Impor Di

Prof.Dr.Jeane Neltje Saly,SH.,MH.

44 |URYAN RIANA 14010261151 Indonesia Berdasarkan Undang- Dan Dr.H.Hasbi Hasan,MH. 16/MH/44/URY 20 Maret 2017
undang No.17 Tahun 2008 Tentang
Pelayaran.
Perlindungan Hukum Terhadap Saksi
MUHAMMAD Dan Korban Tindak Pidana Menurut |Dr.H.Hasbi Hasan,SH.,MH. Dan
45 MIFTAH WINATA 13010262060 |Undang-undang No.31 Tahun 2014 [Dr.H.Joko 16/MH/45/MUH 20 Maret 2017
Tentang Perlindungan Saksi Dan Sriwidodo,SH.,MH.,CI.A)
Korban
Pemenuhan Hak Pekerja Atas Upah
Akibat Kepailitan Perseroan Terbatas .
HENDRA e . Dr.H.Hasbi Hasan,SH.,MH. Dan
46 SUPRIATNA 14010261053 [Ditinjau Dari Undang-undang No.13 Dr.Ismail Ramadhan, SH., MH 16/MH/46/HEN 20 Maret 2017
Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan _ _
MARUBA IDn;gim;:::s;E:;tc[))?:ve ustee Prof.Dr.Suhandi Cahaya,MH.,MBA
47 |SIRINUS 13010262077 g . . . haya, M., 16/MH/47/MAR 20 Maret 2017
Pengembangan Keadilan Hukum Di  [dan Lukmanul Hakim,Ph.D.
SAGALA )
Indonesia
Penerapan Unus Tesitis Nullus Testis,
Testimonium De Auditu Dan Keadilan .
ag |SYAHRUL 13010261121 |Dalam System Pembuktian Di Dr.H.Hasbi Hasan,SH.,MH. Dan |, & /48 /svA 20 Maret 2017
SAFARI . - Lukmanul Hakim, Ph.D
Peradilan Militer terhadap Perkara
Tindak Pidana Asusila
Praktek Monopoli Dalam Pelaksanaan
Tender Dibidang Barang dan Jasa
DWI PUTRA Dilihat Dari Undang-undang Nomor 5 [Dr.H.Hasbi Hasan,SH.,MH. Dan
¥ | pupryanro 14010262022 |y - 1n 1999 Tentang Larangan Dr.Ismail Ramadhan,SH.,MH | -8/MH/49/DWI 20 Maret 2017

Praktek Monopoli Dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat




Eksistensi Rupbasan Dalam

SONIADY Pengelolaan Benda Sitaan Kapal Guna |Dr.H.Hasbi Hasan,MH dan
50 |DRAJAT 1401026082 |Mendukung Perlindungan Hukum Dr.Taswem 16/MH/50/SON 20 Maret 2017
SADARISMAN Pada Proses Penegakan Hukum Di Tarib,SH.,MH.,Bc.,Im.
Laut
ROSANA . . . .
st |PopEsTA | veoiastuan ([ Segem Dpnaden [0t o S 2 igmwysinos | ez
SIREGAR g ' =
DESIANA Eig:waaann PI\(/T(ra‘-jntllJJ '?r;:nireur?nqc:rrgw Yang|Prof.Dr.Idzam Fautanu,MA dan
52 |KARTIKA 14010261012 |4"9and e Yang|rror.Lr.1dz ' 16/MH/52/DES 20 Maret 2017
BAMHARI Baik Dan Bersih Dalam Mencapai Dr.H.Hasbi Hasan,MH.
Efektifitas Sistem Hukum Di Indonesia
Pemberian Fasilitas Penanaman Modal
Asing Sebagai Upaya Peningkatan
53 |ORINTON PURBA| 11010262082 |Investasi Dikaitkan Dengan Prof.Dr.MS Tumanggor,SH. MH. | ¢ 11 /c5 0rp 20 Maret 2017
. Dan Dr.H.Hasbi Hasan,MH.
Kesepakatan Masyarakat Ekonomi
Asean_
54 | JUHARUDIN 13010262082 y L Dr.Taswem 16/MH/54/JUH 20 Maret 2017
Pembangunan Daerah (Studi Di .
o Tarib,SH.,MH.,Bc.,Im.
Provinsi Banten)
EZ'rI;CIEI::IL;UTUEEEnNGSS:O?SIF;_J:;un Dr.H.Hasbi Hasan,MH dan
55 | HARIADI 14010262029 g g Dr.Taswem 16/MH/55/HAR 20 Maret 2017
2002 Tentang Pertanahan Negara .
. . . Tarib,SH.,MH.,Bc.,Im.
Dan Implementasinya di Indonesia
Kedudukan Badan Usaha Yayasan
PANJAITAN Sebagai Badan Hukum Sosial Dalam .
56 |HOTMAN 13010262031 |Perspektif Undang-undang Nomor 16 BFII-IS .nﬂ:;bé:nizznh,as :S’IT HMI-DI an 16/MH/56/PAN 20 Maret 2017
MARULI TUA Tahun 2001 Jo Undang-undang No,28| =

Tahun 2004 Tentang Yayasan




Pemberian Ganti Rugi Kepada

NAOMI Masyarakat Atas Percepatan Dr.H.Hasbi Hasan,SH.,MH. Dan
> AGUSTINA 12010262026 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan |Dr.Ismail Ramadhan,SH.,MH 16/MH/57/NAO 20 Maret 2017
Untuk Kepentingan Umum
RIDWAN Hambatan Penyidik Polri dengan Dr.H.Hasbi Hasan,SH.,MH. Dan
58 |REKYNELSON 13010262066 [Jaksa Penuntut Umum Dalam Dr.H.Joko 16/MH/58/RID 20 Maret 2017
SOPLANNIT Penanganan Korupsi di Indonesia Sriwidodo,SH.,MH.,CI.A)
SOEDARTI Tanggungjawab Hukum Oleh Kurator |Prof.DR.MS.Tumanggor, SH.,M.Si
59 13010262084 [Dalam Pengurusan Dan Pemberkasan [dan DR.Ismail Ramadhan, 16/MH/59/RIM 24 Ags 2017
RIMBUN . .
Harta Pailit Debitor SH.,MH.
Kepastian Hkum Penerbitan Izin
Prinsip Perubahan (Ditinjau Dari:
YOVANKA gggiﬁggﬂgﬂanﬁe':;’rﬂi:azf Jgg;ln[)an Prof. Dr. M.S. Tumanggor, SH.,
60 |RIMAYA 13010262074 Peraturan Kegala Badan Koordinasi MH dan Dr. hasbi Hasan, SH., 16/MH/59/YOV 28 Jun 2019
MAHARSANTHY P MH
Penanaman Modal nomor 14 tahun
2015 Tentang pedoman Dan Tata
Cara Izin Prinsip Penanaman Modal)
Urgensi  Sertifikasi Halal lembaga
Pengkajian obat Dan Kosmetika Majelis .
61 |Fitrah Nurhalim | 13010262085 |Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Dalam Er'g'Hasb}:;asa”’MH dan Lukmanul |y o i/ 61/FTT 3 Juli 2019
UU No0.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan aKim, .
Produk Halal
Sanksi Pidana Terhadap Tindak
Pidana Faktur Pajak Fiktif Sesuai Prof.Dr.Drs.H.Abdul Mananm
62 |ABDUL KHOLIK | 13010261127 |Undang-Undang No.28 Tahun 2007 |SH.,S.IP.,M.Hum dan Dr. Joko |16/MH/62/ABD 4/6/2021

Tentang Ketentuan Umum Dan Tata
Cara Perpajakan (KUP)

Sriwidodo, SH.,M.Hum




TESIS MEGISTER ILMU HUKUM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS JAYABAYA
LULUSAN TAHUN 2017
NO NAMA NO.POKOK JUDUL TESIS PEMBIMBING TGL
) PANGGIL CATAT
Penerapan Hukum Adat Dalam Prof.Madzulhaq dan Lukmanul
1 |KHAIRUL KAISUPY 14010262020 |Penyelenggaraan Pemerintahan Desa . q 17/MH/01/KAI 23-08-2018
. . HAkim, Ph.D
Perpektif Hukum Nasional
Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Yang Dr.H.Hasbi hasan dan Lukmanul
2 |ROOY SARAGIH 15010261131 |Berkonflik Dengan Hukum Ganti Rugi L 17/MH/02/SAR 23-08-2018
Hakim,Ph.D
Kepada Korban
Perlindungan Yang Berkeadilan Terhadap . .
3 | DIAN PRANJAYA 15010261145 |Hak-hak Anak Dengan Hukum Dalam  |or-H-Hasbi Hasan,MH. dan Dr.pri 5\ 3 ppa 23-08-2018
. ) Pambudi,SH.,MH.
Tindak Pidana Berat
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas
Pelaku Usaha Iklan Dalam Perspektif Dr.H.Hasbi hasan dan Lukmanul
4 |IQBAL FAQIH 15010261030 |[Keadilan Dikatkan Dengan Undang- U 17/MH/04/FAQ 23-08-2018
Hakim,Ph.D
undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen
Penerapan Sanksi Tindak Pidana
Penganiayaan Ringan Dalam Hukum Dr.Hasbi hasan, MH dan Lukmanul na.
5 | THAMRIN 14010262013 Pidana Militer Nomor : 92-K/PMT- hakim, Ph.D 17/MH/05/THA 23-08-2018
I/AL/IX/2012
Analisis Penggunaan Kalusula Baku Oleh
GILBERT PITER Pelaku Usaha Dari Undang-undang No.8 |[Prof.Dr.Idzam Fautanu,MA dan e
6 IMANUEL T 2011010261010 Tahun 1999 (Studi Kasus Atas Putusan No |Dr.H.Hasbi Hasan,MH. 17/MH/06/TMA 23-08-2018
30/P/HUM/2012)
Persaingan Usaha Tidak Sehat Dikaitkan Dr.H.Hasbi Hasan.MH dan
7 |NOVLA ELITA 15010261072 |Dengan Kebijakan Good Corporate o ! 17/MH/07/ELI 23-08-2018

Governance Di Indonesia

Dr.Hj.Marni Emmy Mustafa,SH.,MH.




Penerapan Diversi Terhadap Tindak
Pidana Kelalaian Yang Dilakukan Anak

Dr.H.Hasbi Hasan,MH dan Dr.Pri

8 |DJAJA SUKMA 14010262155 |Berdasarkan Restoratif Justice Dalam . 17/MH/08/SUK 24-08-2018
. ) Pambudi Teguh,SH.,MH.
Upaya Mencegah Anak Menjalani Proses
Peradilan
Pemekaran Kota Sofifi Maluku Utara
Sebagai Daerah Persiapan Otonomi  |Prof.Dr.Idham Fautanu, MA dan
. . . ! 17/MH/02/AWA 23-8-201
9 |AWALUDDIN 150101261089 Baru Di Tinjau Dari UU No.23 Tahun [Dr.H. Hasbi Hasan.,MH MA/02/ 3-8-2018
2014
Rehabilitasi Pengguna Narkotika
Dalam Penanggulangan Dan .
10 |BANGUN SINAGA| 14010262112 |Pemberantasan Pidana Narkotika Dr.H.Hasbi Hasan, MH dan Dr.Joko 1,7 /04 AN 23-8-2018
Sriwidodo,SH.,MH.,CLA
Berdasarkan UU Nomor 35 tahun
2009 Tentang Narkotika
Pemilihan Kepalka Daerah Secara
Langsung Dalam Perspektif Negara Prof.Dr.Idham Fautanu, MA dan a
11 | SOLAHUDIN 14010261088 Hukum, Studi Terhadap UU No.8 Tahun [Lukmanul Hakim, Ph.D 17/MH/06/SOL 23-8-2018
2015
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga
Kerja Penyandang Disabiliotas Dikaitkan [Prof.Dr.TumanggorSH.,M.Si dan a
12 |FARAH HAYATZ 15010261084 Dengan UU No.13 tahun 2003 Tentang Dr.H. Hasbi Hasan, MH 17/MH/05/FAR 23-8-2018
Ketenagakerjaan
Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakilk
Gubernur Dalam Perspektif Demokrasi Prof.Dr.Idham Fautanu, MA dan Dr. a
13 |GAFUR 14010261014 (studi Terhadap Daerah Istimewa Taswen Tarib, SH.,MHBc.,Im 17/MH/13/GAF 23-8-2018
Yogyaklarta)
PINONDANG . .
14 |MARTIN 14010262121 :L'g‘_ja”;‘%i:u:“gft‘;;ﬁ:dap rof D TumenggorSi MSTAaN 47 mby14/pIN 23-8-2018
SITOMPUL ) g o ’
Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Prod.Masyhur E,SH.,MS dan na.
15 |(DELLA JANUARYCA 15010261103 Pornografi (Dikaitkan dengan UU Dr.H.Hasbi Hasan, MH. 17/MH/15/JAN 24-08-2018
No,44/2008 Tentang Pornografi)
Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Prof.Dr.Suhandi
16 |KAIRUNNAS 14010262048 |Pelaku Kejahatan Terhadap Anak Dalam |Cahaya,SH.,MH.,M.B.A dan 17/MH/16/KAI 24-08-2018

Sistem Hukum di Indonesia

Dr.H.Hasbi Hasan,SH.,MH.




MUHAMMAD AFIF

Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika

Prof.DR.Idzam Fautanu,MA dan

17 MA'RUF 14010262067 dan Rehabilitasi Pcandu Narkotika DR.H.Hasbi Hasan,MH 17/MH/17/MAR 24-08-2018

Kebijakan Kriminal Rehabilitasi Terhadap
PRAPTO BUDI Pengguna NArkotika Ditinjau Dari Undang-|Prof.DR.Idzam Fautanu,MA dan na.

18 SANTOSO 14010262109 undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang [DR.H.Hasbi Hasan,MH 17/MH/18/SAN 24-08-2018
Narkotika
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga
Kerja Outsourcing Terkait Dengan Undang .

19 |DIHARTO 150101261138 |undang Nomor 13 Tahun 2003 Di ngf'gs'm;;“?;gigm SH. M-S 147/MH/19/DIH 24-08-2018
PT.Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi ' !
Boagasari
Perlindungan Hukum Terhadap PT PALMA
CONTE MAS Atas Antinomi Norma Hukum
Dalam Melaksanakan Prof.DR.Idzam Fautanu,MA dan

20 |HENY PRASETYO 15010261105 Verifikasi/Penelusuran Teknik Impor DR.H.Hasbi Hasan,MH 17/MH/20/PRA 24-08-2018
Keramik Berdasarkan Peraturan
Perundang-undanaan Di Indonesia
Penyelesaian Perselisihan Pemutusan
Hubungan Kerja Oleh Pengusaha Prof.DR.MS.Tumanggor, SH.,M.Si na.

21 |LAMININGSIH 15010261017 Terhadap Buruh/Pekerja Berdasarkan UU |dan DR.Hasbi Hasan,MH 17/MH/21/LAM 24-08-2018
Nomor 13 Tahun 2003 (Studi Kasus)

22 |HERI MUJIONO 15010262119 P pagal Lpay . Cahaya,SH.,MH.,MBA dan 17/MH/22/MUJ] 24-08-2018
Menanggulangi Kelebihan Penghuni (Over .

. DR.H.Hasbi Hasan,MH
Capacity)
Peran WTO Organisasi Perdagangan
IQBAL Internasional Dalam Penyelesaian Dr.H.Hasbi Hasan,MH dan e

23 ASTRANSYAH 15010261029 Sengketa Impor Rokok Kretek Antara Dr.Hj.Marni Emmy Mustafa,SH.,MH. L7/MH/23/AST 24-08-2018
Indonesia Dan Amerika Serikat
Perlindungan Hukum Kekayaan
Intelektual Bidang Merek Dari Perbuatan

24 |EMAN KOESNADI 15010261028 Pemboncengan Reputasi (PAssing Off) Dr.H.Hasbi hasan dan Lukmanul 17/MH/24/KOE 23-08-2018

Ditinjau Dari Perspektif Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek
dan Indikasi Geoarafis

Hakim,Ph.D




Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang Dan Kepailitan

Dr.H.Hasbi Hasan, MH dan Dr.Ismail

25 |NURUDDIN 15010261077 |Sebagai Salah Satu Solusi BAgi 17/MH/25/NUR 23-08-2018
. Rumadhan,SH.,MH
Penyelesaian Sengketa Utang-utang Antar
Debitor Dan Para Kreditornya
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Moral
VELENTA Pencipta Buku Dikaitkan Undang-undangf |Prof.Dr.MS Tumanggor,SH.,MH. Dan e
26 SIDABUTAR 15010261038 No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dr.H.Hasbi Hasan,MH. 17/MH/26/SID 23-08-2018
(Studi Kasus)
Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan
27 | MEIRRY ARSYANTI| 15010261076 Republl_k Indonesia Untuk.MeImdungl Dr.H.Hasbl hasan dan Lukmanul 17/MH/27/ARS 23-08-2018
Kepentingan Konsumen Bidang JAsa Hakim,Ph.D
Keuangan
Perlindungan Hukum Bagi Pihak Dari
MANDAPAT ) i - Prof.Dr.Idzam Fautanu,MA dan
28 PARULIAN 15010261161 |Tindak F’enlpuan Dalam Perjanjian Letter Dr.H.Hasbi Hasan, MH. 17/MH/28/PAR 23-08-2018
Of Credit
Penegakan Hukum Tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang (Money Laundering)
29 |NAOMI ESTER 15010261126  |Kaitannya Dengan Penerapan Prof.Dr.MS Tumanggor,SH.,MH. Dan |,,\\1»q pr 23-08-2018
g . . Dr.H.Hasbi Hasan,MH.
Kerahasiaan Bank Sebagai Suatu Wujud
Pembangunan Perbankan)
Kewenangan Hakim Dalam memutus . .
30 zigg,f,;”p RA 15010261021 |Gugatan Praperadilan Diluar Pasal 77 S;ﬁBﬂZszHaga”'MH' dan Dr-Pri 4 MH/30/KES 23-08-2018
KUHAP Berdasarkan Putusan MK RI o
Peranan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa
BOBY SIGIT oo ) Prof.Dr.MS Tumanggor,SH.,MH. Dan e
31 ADIPRADONO 13010262009 |Konsumen Dikaitkan Dengan Undang Dr.H.Hasbi Hasan, MH. 17/MH/31/ADI 23-08-2018
undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen _ _
32 |RI10 DESTRADO 15010261128 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dr.H.Hasbi hasan dan Lukmanul 17/MH/32/DES 23-08-2018

Dalam Tindak Pidana Di Indonesia

Hakim,Ph.D




Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas
Tanah Dikaitkan Dengan Undang-undang

Prof.Dr.MS Tumanggor,SH.,MH. Dan

33 |DAYEN BAHO 15010261005 |Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan . 17/MH/33/BAH 23-08-2018
e Dr.H.Hasbi Hasan,MH.
Dasar Pokok-pokok Agraria di Kabupaten
Sorong Papua Barat
Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam
YEKTI GALIH Menunjang Keberhasilan Diversi Ata Dr.H.Hasbi Hasan,MH. dan Dr.Pri na.
34 SELOWATI 14010262040 Konflik Dengan Hukum Melalui Penelitian [Pambudi,SH.,MH. 17/MH/34/SEL 23-08-2018
Kemasyarakatan
Penerapan Ketentuan Uniform Customs
ROHMAT And Practice For Documentary Credit .
35 |sorzaLam 14010261082  |(UCP) Terhadap Transaksi Ekpor Dan E;o:'B:'ileilgib'?ﬂgiaiaaﬁH"MH' 17/MH/35/HAR 23-08-2018
HARAHAP Impor Yang Menggunakan Letter Of o rer
Credit (L/C) Di Indonesia
e e ooy [Pt s
36 | YAYAN IRAWAN 14010262163 yelengg A P |or.Taswen Tarib,Bc.Im.,SH.,MH. dan (17/MH/36/IRA 23-08-2018
Penyelenggaraan Kode etik )
L Lukmanul Hakim,Ph.D.
Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah
Yuridiksi Penanganan Tindak Pidana .
ADEJUN FIRDAUS . Dr.H.Hasbi Hasan, MH dan Dr.Joko
37 PANJAITAN 14010262064 Peredaran.GeIa_p Narkot.lka Oleh Wargg Sriwidodo, SH., MH. CLA 17/MH/37/PAN 23-08-2018
Negara Asing di Luar Wilayah Indonesia
Analisa Hukum Penerapan Undang-
undang No.8 Tahun 2010 Tentang
38 SLAMET PURWO 13010261117 |Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Prof.Dr. Idzan.Fautanu,MA dan 17/MH/38/WID 23-08-2018
WIDODO . . . Lukmanul Hakim, Ph.D.
Pidana Pencucian Uang Terhadap Hasil
Kejahatan Narkotika
Penegakkan Hukum Terhadap
39 |ADE RUSTIAN 15010261155  |Pelanggaran Wilayah Udara Nasional Oleh |-rOf-Dr-1dzam Fautanu, MAdan 5\, 50/p1 23-08-2018
) Dr.H.Hasbi Hasan,MH
Pesawat Asing
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja
MEGA ) e . Prof.Dr.MS Tumanggor,SH.,MH. Dan na.
40 RACHMAWATT 14010262084 |Outsourcing Ditinjau Dari Undang-undang Dr.H.Hasbi Hasan,MH. 17/MH/40/RAC 23-08-2018

Nomor 13 Tahun 2003




Disparitas Putusan Bagi Penyalahguna

SUSI Narkotika (Suatu Tinjauan Yuridis Dr.H.Hasbi Hasan,MH. dan Dr.Pri na.
41 PANGARIBUAN 15010261154 Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung |Pambudi,SH.,MH. 17/MH/41/PAN 23-08-2018
No.3 Tahun 2015)
Kewenangan Dan Hambatan Penyidik
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Dr.H.Hasbi hasan dan Lukmanul
42 |JULIANSYAH 15010262014 Laut (TNI AL) Dalam Penegakkan Hukum |Hakim,Ph.D 17/MH/42/JUL 23-08-2018
Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing
Tanggung JAwab Penyedia Jasa Angkutan
Terhadap Pengguna Jasa Dalam Kegiatan
Pengangkutan Kargo Melalui udara Prof.Dr.MS Tumanggor,SH.,MH. Dan e
43 |BADRIAH 15010261143 Berdasarkan Ordonansi Pengangkutan Dr.H.Hasbi Hasan,MH. 17/MH/43/BAD 23-08-2018
Udara Dan Undang-undang Nomor 1
Tahun 2009 Tentang Penerbangan
Mekanisme Penyelesaian Sengketa .
44 |AFRILEONARDO | 14010262027 [|Internal PArtai Persatuan Pembangunan |0 -1asbi Hasan,fH dan 17/MH/44/LEO 23-08-2018
. N Dr.Taswem Tarib,SH.,MH.,Bc.,Im.
(PPP) Pasca Reformasi Di Indonesia
Hak Perogatif Presiden Dalam
Memberhentikan Menteri Yang Diduga
45 |RULEY SEMUEL 15010261015 |Melakukan Tindak Pidana Dikaitkan Prof.Dr.Idzam Fautanu,MA dan 17/MH/45/LEN 23-08-2018
LENGKEY . Dr.H.Hasbi Hasan,MH.
dengan Asas Hukum Presumtion Of
Innocence
Pelanggaran Kode Etik Penyelengara
Pemilu Berdasarkan Undang-undang
TITIS ADITYO Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Prof.Dr.Idzam Fautanu,MA dan e
46 NUGROHO 15010261067 Penyelenggara Pemilihan Umum Di Dr.H.Hasbi Hasan,MH. 17/MH/46/NUG 23-08-2018
Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu
PElaksanaan Pidana Mati Di Indonesia .
MANGARAP o . . . ._|Dr.H.Hasbi hasan dan Lukmanul
47 SIMAMORA 15010261132 |Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Hakim,Ph.D 17/MH/47/SIM 23-08-2018

Dan Keadilan




Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang

Dr.H.Hasbi hasan dan Lukmanul

48 |PUJI ASIH 15010261133 |Melakukan Tindak Pidana Pencurian . 17/MH/48/ASI 23-08-2018
. , i Hakim,Ph.D
Dalam Perspektif Peradilan Pidana Anak
Kepastian Hukum Pengesahan Nota
Pemeriksaan Pegawai Pengawas
Ketenagakerjaan Terkait Peralihan Dr.H.Hasbi Hasan,MH. dan Dr.Pri na.
49 |BONY DANIEL 15010261153 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menjadi [Pambudi,SH.,MH. 17/MH/439/DAN 23-08-2018
PErjanjian Kerja Waktu Tertentu
(Tinjauan Yuridis) _
ROSELINA Egigzpar?taadszrr‘] li?rzggﬂk;d':izoﬁikﬁif? Dr.H.Hasbi hasan dan Lukmanul
50 |ROSMERY 15010261078 ) L 17/MH/50/SIT 23-08-2018
Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 [Hakim,Ph.D
SITINJAK
Tahun 2009
Peneriimaan Negara Bukan Pajak Dari
Sektor Pertambangan PAsca PErubahan Prof.Dr.Idzam Fautanu.MA dan
51 |MIKHAEL MALI 140102621402 |Sistem Kontrak Ke Perizinan, Dikaitkan T ! 17/MH/51/MAL 23-08-2018
Dr.H.Hasbi Hasan,MH.
Dengan UU Nomor 4 Tahun 1999 Tentang
Pertambangan Mineral Dan Batu Bara
Peran Kejaksaan Agung Dalam .
52 |PRABOWO 14010262094 |Mengembalikan Kerugian Negara Pada | asbi Hasan,MH dan Lukmanul 1,565 ppa 28-06-2019
SAPUTRO ) . ' Hakim, Ph.D
Tindak Pidana Korupsi
Kebijakan Hukum Pidana Mati Dalam
Perspektif Pemidanaan Di Indonesia DR.Hasbi Hasan,MH dan Lukmanul e
53 |MARZUKI 14010262095 (Criminal Law Regulation Dead Of Hakim, Ph.D 17/MH/53/MAR 28-06-2019
Criminalization In Indonesia)
Peran PPATK Dalam Pemberantasan .
54 |BUSRONI 14010262191  |Tindak Pidana Pencucian Uang Di azl'dHr:StF’,'hHgsa”'MH dan Lukmanul 1, /\y/54/8Us 28-06-2019
Indonesia S
Penegakan Hukum Terhadap Oknum .
AHMAD UNTUNG : DR.Hasbi Hasan,MH dan Lukmanul
55 SURIANATA 15010261066 |Separatis Gera_kan Aceh Merdeka Dan Hakim, Ph.D 17/MH/55/AHM 28-06-2019
Upaya Strategis Penanggulangannya
Pertanggung Jawaban Pidana Anak Dalam
56 | SYARIF THOYIB 14010262093 Kasus Kecelakaan Lalu lintas Ditinjau Dari |DR.Hasbi Hasan,MH dan Lukmanul 17/MH/56/SYA 98-06-2019

UU SPPA (Studi Kasus Abdul Qodir
Jaelani)

Hakim, Ph.D




Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai

Prof.DR.Suhandi

ALBERTO Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut
57 LEONARDUS 14010262070 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Cahaya,SH:,MH.,MBA dan 17/MH/57/ALB 28-06-2019
> DR.H.Hasbi Hasan,MH
Tentang Narkotika
Konsep Sanksi Tindakan Pengembalian ,
58 |IRFANUL HAKIM | 14010262088 |Anak Kepada Orang Tua Dalam Rangka | ool Hasan,MH dan Lukmanul 17y s 1 28-06-2019
! . Hakim, Ph.D
Memberikan Perlindungan Kepada Anak
Transaksi Jual Beli Melalui Media
Internet Dikaitkan Dengan Alat Bukti
, Tertulis (Surat) Ditinjau Dari Segi|Prof. Dr. M.S.Tumanggor, SH.,M.Si
59 |Cuk Diharto 13010262089 Hukum Acara Perdatadan Undang-|dan Dr.H.Hasbi Hasan, MH 17/MH/5S/CUK 19-11-19
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Mengenai
Informasi Dan Transaksi Elektronik
Perpanjangan Hak Guna bangunan Atas
Sewa Menyewa Lahan Kepada Hak
MUHAMMAD Pengelolaan Lahan (Studi Kasus Putusan |Dr.H.Hasbi Hasan, MH dan Lukmanul
60 KADAFI 15010261148 MA Nomor: 493/K/TUN/2014 Pada tangal [Hakim, Ph.D 17/MH/60/MUH 3/30/2021
23 Februari 2015 Berdasarkan Undang-
Undang Hak Guna Bangunan)
Kewenangan Pengembang Condotel
61 |ANDREAN 17010262059  |Dalam Pembentukan Perhimpunan Pemilik|-Atma suganda, SH.,MH dan Dr. - v 66/AND 3/30/2021
. Arief Wibisono, SH.,L.L.M
Dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Tanggungjawab Pidana Korporasi Dalam .
MUHAMMAD DZUL . ; Prof.Dr.Suhandi Cahaya,SH.,MH,MBA
62 IKRAM 15010261123 |Perkara Korupsi Menurut Sistem Hukum dan Dr.H.Hasbi Hasan, MH 17/MH/62/MUH 4/28/2021

Pidana Indonesia
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CATAT

EFFENDY
MARUAPEY

13010261035

Pertanggungjawaban Korporasi Dalam
Perkara Tindak Pidana Perikanan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor
45 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 Tentang Perikanan

Prof.DR.Suhandi
Cahaya,SH.,MH.,MBA dan
DR.H.Hasbi Hasan,MH

18/MH/01/EFF

28 Jun 2019

Marinus Nazara

16010262127

Upaya
Pelaku
Penyalahgunaan
Idonesia

Pemberantasan  Terhadap
Peredaran Dan
Narkotika Di

Prof. Dr. M.S. Tumanggor, SH.,
MH dan Dr. hasbi Hasan,. MH

18/MH/02/MAR

19-11-19

Marlas Hutasoit

15010262025

Penegakan Sanksi  Penyanderaan
(GIJZELING) Dalam Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 Tentang
Penagihan Pajak Dalam Upaya
Meminimalisir Tindak Pidana
Perpajakan Di Indonesia

Dr.H.Hasbi Hasan, MH dan
Dr.Joko Sriwidodo,SH.,MH.,CLA

18/MH/03/MAR

19-11-19

Restiana

16010461221

Perlindungan Hukum Terhadap ahli
Waris Yang Melebihi Porsi Bagian
Mutlaknya (Legitime Portie) Dalam
Pembagian Warisan

Dr.Drs.H.Sirajuddin
Sailellah,SH.,MH. dan
Dr.Zulkarnein Kotto,SH.,M.Hum

18/MH/04/RES

19-11-19

Ricko Afriandi
Lubis, S.H.

15010262056

Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Eksekusi
Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam
Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan
Negara

Dr.Joko Sriwidodo,SH.,MH.,M.Kn,
C.L.A dan Lukmanul Hakim,Ph.D

18/MH/05/RIC

19-11-19




Prinsip Itikad Baik Dalam Sengketa

Dr.Hj.Marni Emmy

GRACE Klaim Asuransi Jiwa (Studi Kasus .
6 RENAYANTHI 16010262024 Puitusan Pengadilan Negeri Jember I\H/I:ssatifi/,laH.,MH. dan DR.H.Hasbi (18/MH/06/GRA 28 Jun 2019
Nomor 150/PDT.G/2015/PN.JMR) !
Kewenangan Komisi Anti Korupsi
XISTO (KAK) Dalam Melakukan Penyidikan .
7 |MENDONCADA | 16010261010 |Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Bfﬁl'ga;g'xfdsjgg\g: df,lnH 18/MH/07/XIS 28 Jun 2019
COSTA Perspektif Kondigu Penal (KUHP) ' A
Timor Leste
Implementasi Kewenangan
8 |OKTABARAN 16010261143 | "9 ed 9 Dr.Taswem 18/MH/08/OKT 28 Jun 2019
Perairan Indonesia Dan Kedaulatan Tarib SH.. MH. Bc..Im
Republik Indonesia Dalam Perspektif e e
Hukum Kelautan
Pengawasan Penyelenggaraan Asas
Desentralisasi Dalam Pemerintahan  |Prof.Dr. Idzan Fautanu,MA dan
9 |AHMAD ROBI 15010261146 Daerah Berdasarkan UU No.23 Tahun |Dr.H.Hasbi Hasan, MH 18/MH/09/AHM 28 Jun 2019
2014 Tentang Pemerintahan Daerah
PETRUS EKO Tangggl.!nt__:j Jawab I_-Iukum Para Pihak |Dr.Hj.Marni Emmy _
10 16010261028 |Dalam Pinjam Pakai Nama Mustafa,SH.,MH. dan DR.H.Hasbi (18/MH/10/PET 28 Jun 2019
SUPRIADI .
Perusahaan Untuk Proyek Pemerintah |Hasan,MH
Pertanggungjawaban BPKP Untuk
Menentukan Kerugian Keuangan :
MOHAMAD ) Dr, Hasbi Hasan, SH., MH dan
11 FAHRI 16010261061 [Negara Dalam Perspektif Undang- Lukmanul Hakim, Ph.D 18/MH/11/MOH 28 Jun 2019

Undang Nomor 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara




Penanggungan Kejahatan Tindak

DR.H.Hasbi Hasan,MH dan

12 | KURNIAWAN 16010261092 |Pidana Apak Me!aw Pendekatan Dr.Joko Sri Widodo,SH. MH. 18/MH/12/KUR 28 Jun 2019
Restorative Justice
Penerapan Mediasi Penal Dalam .
Prof.DR.Suhandi
13 |PONY EKO 16010261183 | cnanganan Perkara Kecelakaan Lalu |-\ - op MW MBA dan 18/MH/13/DON | 28 Jun 2019
WICAKSONO Lintas Sebagai Upaya Restorative .
. . L DR.H.Hasbi Hasan,MH
Justice Di Kepolisian Resor Bandung
Analisis Yuridis Tindak Pidna
Menerima Gratifikasi Berdasarkan
ERDVINA AYU Undang-Undang Nomor 31 Tahun Dr, Hasbi Hasan, SH., MH dan
14 YULIANIE 16010261126 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20  |Lukmanul Hakim, Ph.D 18/MH/14/ERD 28 Jun 2013
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
HENDRA Nosons! Indonesia Gatam Kedauistan |2F-Hasb! Hasan, K dan
15 |SETIAWAN 16010261187 . N Dr.Taswem 18/MH/15/HEN 28 Jun 2019
Hukum Penindakan teroris Ditinjau .
NURYAHYA . . . i Tarib,SH.,MH.,Bc.,Im.
Dari Perspektif Hukum Di Indonesia
OKSIMANA Kebijakan Tax Amnesty Bagi Wajib Prof.DR.Suhandi
16 13010261080 [Pajak Ditinjau Dari Hukum Pidana Cahaya,SH.,MH.,MBA dan 18/MH/16/0KS 28 Jun 2019
DARMAWAN . :
Perpajakan DR.H.Hasbi Hasan,MH
Penerapan Konsep Diversi Melalui
Pendekatan Restorative Justice
SHINTYA Terhadap Anak Menurut Undang- Dr, Hasbi Hasan, SH., MH dan
17 TENGKO 16010261119 Undang Nomor 11 Tahun 2012 Lukmanul Hakim, Ph.D 18/MH/17/SHI 28 Jun 2019
Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak
Pencegahan Tindak Pidana korupsi Prof.DR.Suhandi
18 |SUPARNO 16010261007 |Dalam Pengadaan Barang/Jasa Cahaya,SH.,MH.,MBA dan 18/MH/18/SUP 28 Jun 2019

Pemerintah

DR.H.Hasbi Hasan,MH




Sanksi Pidana Bagi Korban
Penyalahgunaan Narkotika Menurut

19 |MARTIANA 16010261118 [Undang- Undang Nomor 35 Tahun |-/ H2sDi Flasan, SH., MH dan 1,0y 19/MAR | 28 Jun 2019
HADIYANTI . Lukmanul Hakim, Ph.D
2009 Tentang Narkotika Jo Sema No.
4 Tahun 2010
Penerapan Unsur Perencanaan Dan
Pemberian Sanki Pidana Dalam Prod.Dr.Idzam Fautanu,MA dan
20 |YURI PRASETYA 15010262096 Perkara Pembunuhan Yang Dr.H.Hasbi Hasan, MH. 18/MH/20/YUR 28 Jun 2019
Direncanakan
Status Hukum Anak Yang Lahir Di
ANANG Pernikahan Dibawah Tangan (Pasca |Dr.Ismail Rumadhan,SH.,MH, dan
21 SURYANA 16010261038 Putusan Mahkamah Agung Nomor :  [Dr.Atma Suganda,SH.,M.Hum 18/MH/21/ANA 28 Jun 2013
182/Pdt.P/2017/PA.Bjb)
Penyidikan Perkara Tindakan Pidana
AGUNG SLAMET Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Dr.H.Hasbi Hasan, MH dan
22 WALUYO 16010261161 Pidana Kepabeanan Dan Cukai Oleh |Dr.Joko Sriwidodo,SH.,MH.,CLA 18/MH/22/AGU 28 Jun 2019
Penyidik Bea Dan Cukai
Tanggung Jawab Hukum Audit
Internal Dalam Mewujudkan Good Prof. Dr. M.S. Tumanggor, SH.,
23 |ARIEF RACHMAN | 12010262039 |Corporate Governance Menurut MH dan Dr. hasbi Hasan, SH., 18/MH/23/ARI 28 Jun 2019
Undang - Undang Nomor 40 Tahun  |MH
2007 Tentang Perseroan Terbatas
Perlindungan Hukum Terhadap
Konsumen Dalam Perjanjian Jasa
24 | SURAHMAT 16010261049 Telekomunikasi Antara PT Telkom Dr.Hasbi Hasan,SH.,MH dan Dr. 18/MH/24/SUR 28 Jun 2019

(Pesero) Dengan Pelanggan
Pengguna Telepon Kabel Perorangan
Di Tangerang Selatan

Marni Emmy Mustafa,SH.,MH




Peran Kepolisian Penegak Hukum
Dalam Menghadapi Masalah

Dr.Drs. Hasbi Hasan,MH dan

25 |HARTONO 16010261047 Kejahatan Cyber Terkait Kasus Hate |Dr.Agung Makbul,SH.,MH. 18/MH/25/HAR 28 Jun 2013
Speech, Penghinaan Dan Pencemaran
Penegakan Hukum Tindak Pidana
26 |ALMUTTAQIN 16010261077 |Money Laundering Dengan Predicate | o0-Dr-1dzam FautanuMA dan 1, g,y 26 /AL M 28 Jun 2019
X ; Dr.H.Hasbi Hasan,MH.
Crime Illegal Logging
Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung
BAMBANG Jawab Bank Kepada Nasabah Korban |[Prof.Dr.Suhandi
27 PRAMUSINTO 16010261170 |Pembobolan Rekening Dalam Cahaya,SH.,MH.,M.B.A dan 18/MH/27/BAM 28 Jun 2019
Perspektif Kepastian Hukum Di Dr.H.Hasbi Hasan,SH.,MH.
Indonesia
Peranan Sekretariat Kabinet Republik
Indonesia Dalam Penyelesaian Kasus
28 |vuL vIna POST | 16010261133 |Sertipikasi Tanah Transmigran Dan |1 00-Dr-1dzam Fautanu,MA dan |, g,y 58 vy 28 Jun 2019
- . Dr.H.Hasbi Hasan,MH.
Efektifitas Hukum Agraria Dalam
Perspektif Hukum Di Indonesia
Dampak Hukum Peraturan Menteri
Negeri Nomor 19 Tahun 2017
Tentang Pencabutan Peraturan Dr.H.Hasbi Hasan,MH dan
29 ;55’3’;5%:’: 16010261062 [Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Dr.Taswem 18/MH/29/TRY 28 Jun 2019
Tahun 2009 Tentang Pedoman Tarib,SH.,MH.,Bc.,Im.
Penetapan Izin Gangguan Di Daerah
Terhadap Pemerintah Daerah
Penegakan Hukum Terhadap
Pemutusan Hubungan
30 |viva BaTuaTas | 16010262036 Ketengakerjaan Berdasarkan Undang- |Dr, Hasbi Hasan, SH., MH dan 18/MH/30/NIN 28 Jun 2019

Undang No.13 Tahun 2003 (Studi
Kasus Putusan No.1449K/Pdt.Sus-
PHI/2017)

Lukmanul Hakim, Ph.D




Implemestasi Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan Terhadap

Dr.H.Hasbi Hasan,MH dan

31 |CAHYONO 16010261004 |Pengawasan Penggunaan Tenaga Dr.Taswem 18/MH/31/CAH 28 Jun 2019
Kerja Asing Oleh Suku Dinas Tenaga |Tarib,SH.,MH.,Bc.,Im.
Kerja Dan Transmigrasi Kota
Administrasi Jakarta Utara
Kewenangan PT (Persero) Biro
Klasifikasi Indonesia Dalam
YOHANA Penunjukan Langsung Pengelolaan Prof. Dr. M.S. Tumanggor, SH.,
32 15010262156 |Jasa Klasifikasi Dengan Persaingan MH dan Dr. hasbi Hasan, SH., 18/MH/32/YOH 28 Jun 2019
KAONSENG e o o
Usaha Jasa Klasifikasi Asing Dikaitkan |MH
Dengan Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 1964
Kewenangan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik indonesia (DPR RI)
Dalam Menggunakan Hak Angket Dr.H.Hasbi Hasan,MH dan
33 figgﬂ%us 16010261099 ([Kepada Komisi Pemberantasan Dr.Taswem 18/MH/33/33 28 Jun 2019
Korupsi (KPK) Pasca Putusan Tarib,SH.,MH.,Bc.,Im.
Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-
XV/2017
Kepastian Hukum Terhadap Harta
NENDEN Bersama Dikaitkan Dengan Jual Beli  [Prof. Dr. M.S. Tumanggor, SH.,
34 16010262100 [Hak Atas Tanah Sebagai Akibat MH dan Dr. hasbi Hasan, SH., 18/MH/34/NEN 28 Jun 2019

PUSPITA HATIT

Perceraian Perkawinan (Studi Kasus
Putusan Nomor: 2301 K/Pdt/2007)

MH
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NUNUNG
NURDIN

16010261068

Perbuatan Cabul Anak Dibawah Umur
Dalam Perspektif Hukum
Perlindungan Dan Kepastian Hukum
Di Indonesia (Studi Kasus Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014
Perubahan Atas Undang-Undang
No.23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak Dalam Putusan
Nomor.
30/Pid.Sus.Anak/2015/PT.MDN)

Dr, Hasbi Hasan, SH., MH dan
Lukmanul Hakim, Ph.D

18/MH/35/NUN

28 Jun 2019

36

NANA DIANA

14010262151

Penanganan Tindak Pidana Pencucian
Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika
Di Badan Narkotika Nasional

Dr.H.Hasbi Hasan,MH dan Dr.Pri
Pambudi Teguh,SH.,MH.

18/MH/36/NAN

28 Jun 2019

37

INDIK
RUSMONO

16010261116

Implementasi Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2014 Tentang Pidana
Tambahan Uang Pengganti Dalam
Tindak Pidana Korupsi

Dr.Tofik Yanuar Chandra,SH.,MH
dan Dr.Agung
Makbul,Drs,SH.,MH

18/MH/37/IND

3 Juli 2019

38

Sutrisno

16010261117

Korupsi Pada Pendapatan Asli Daerah
Yang Bersumber Dari Retribusi Jasa
Usaha

Dr.Agung Makbul, Drs.,SH.,MH
dan Dr.Hasbi Hasan,MH

18/MH/38/SUT

3 Juli 2019

39

Nico Yoas
Saputra

16010262064

Penerapan Prinsip Restorative Justice
Terhadap Anak Sebagai Pelaku
Tindak Pidana Penganiayaan Dan
Keadilan Hukum Di Indonesia

Dr.Tofik Yanuar Chandra,SH.,MH
dan Lukmanul Hakim.P.hD

18/MH/39/NIC

3 Juli 2019




Analisis Hukum Delik  Gratifikasi
Dalam Undang-Undang Nomor 31

Kelig Firmanto Tahun 1999 Junto Undang- Undang|Dr. Atja Sondjaja, SH.,MH dan .

40 Rifai 16010261022 Nomor 20 Tahun 2001 Tentang|Dr.H.Hasbi Hasan.,MH 18/MH/40/KEL 3 Juli 2019
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
Klausula Arbitrase Atau Perjanjian
Arbitrase Sebagai Alternatif
Penyelesaian  Sengketa  Menurut
Ketentuan Perundang-Undangan|Prof.Dr.Suhandi

41 | Wiwid Ariyanto 15010261121 |Dalam Kaitanya Ketentuan Tata Cara|Cahaya,SH.,MH.,M.B.A dan 18/MH/41/WIW 3 Juli 2019
Eksekusinya Dan Juga Lembaga|Lukmanul Hakim. P.hD
Pengadilan (Legal Structure) Yang
Berwenang  Menangani  Eksekusi
Putusan Arbitrase Internasional
Urgensi Perlindungan Hukum Di Laut

. Teritorial Indonesia Menurut Undang|Dr.Taswem Tarib BcIM.,SH.,MH .

42 |Satria Aji Yudha 16010261064 | Undang Nomor 17 Tahu 2008|dan Dr.H.Hasbi Hasan 18/MH/42/SAT 3 Juli 2019
Tentang Pelayaran
Kekusaan Presiden alam Pemberin . .

43 | Yusuf 16010262047 |Persetujua  Penyidikan  Anggota| D Jusuf Harir, SH.M.Sidan 1,0,y 43 vys 3 uli 2019

. Dr.Taswen Tarib, BcIM.,SH.,MH
Dewan Perwakilan Rakyat
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang
Saham Minoritas Serta Hak Dan :
PITRA ADHY .. ) . . Dr, Hasbi Hasan, SH., MH dan
44 RIZKALLA 15010262048 |Kewajiban Direksi Yang Diatur Dalam Lukmanul Hakim, Ph.D 18/MH/44/PIT

Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 Tentang Perseroan Terbatas




Klausula Baku (Eksonerasi) Tentang
Itikad Baik Di Dalam Perjanjian Bisnis
Kepemilikan Rumah Susun Dan Asas

CHRISTIAN Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum|Dr, Hasbi Hasan, SH., MH dan
4> ELIZABETH 15010262062 Bisnis (UU No.20 Tahun 2011, UU|Lukmanul Hakim, Ph.D 18/MH/45/CHR
No.8 Tahun 1999 dan Studi Kasus
Putusan MA
No.570/Pdt.G/2011/PN.Jkt Sel)
Penegakan Tindak Pidana Pencucian
Uang Pada Pasal 2 Dan 69 Undang- .
46 |NELLYS SOEKIDI| 16010261165 |Undang No.8 Tahun 2010 Dalam|o HasbiHasan, SH., MHdan g \y 46 /NEL
. . . .|Lukmanul Hakim, Ph.D
Perspektif Keadilan Hukum Pidana Di
Indonesia
Amdal Dalam Perspektif Hukum
Lingkungan Dan Perwujudan Negara
APRILIANSYAH Sejahtera Republik Indonesia (Studi|{Dr, Hasbi Hasan, SH., MH dan
4 NOOR 16010261145 Kasus Implementasi Undang-Undang|Lukmanul Hakim, Ph.D 18/MH/47/APR
Nomor 32 Tahun 2009 di PT Binuang
Mitra Bersama)
MEGAWATI A Perlindungan Hukum Terhadap Anak|Dr.Joko Sriwidodo,SH.,MH.,M.Kn,
48 : 16010262013 |Korban Kejahatan Asusila (Studi asus|C.L.A dan Dr. H. Hasbi Hasan, 18/MH/48/MEG
RACHMAN .
Di Polres Ternate) MH
AYU PUTRI Perlindungan Hukum Terhadap Anak |Dr.H.Hasbi Hasan., MH dan
49 160101261057 |Pelaku Tindak Pidana Dari Perspektif [Bigjen Pol.Dr. Agung Makbul, 18/MH/49/AYU
BHAYANGKARI L )
Kriminologi SH.,MH
INDAH ?Z:;ngdaug%g HKgEtlng(ec;E?::uprcing) Prof.Dr.M.5. Tumanggor,
50 JAYASARI 150102620009 (studi Kasus Putusan MA Nomor 512 SH.,M.Si dan Dr. H. Hasbi hasan, |{18/MH/50/IND

K/Pdt.Sus-PHI/2015)

MH




MEI ERVAN

Perlindungan Hukum bagi Justick

Dr.Joko Sriwidodo,SH.,MH.,M.Kn,

51 SUPRIANTO 15010262045 |Collaborator Da_Iam Mengungkap C.L.A dan Dr. H. Hasbi Hasan, 18/MH/51/MEI
Perkara Korupsi Pengadaan e-KTP MH
Peran Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia (DPD RI) Dalam

52 |ZAINAL ABIDIN | 15010262063 |Pengawasan Pengawasan Prof.Dr.H.Idzam Fautanu, MA g,y 52 17a1

dan Dr.H.HAsbi Hasan.,MH
Pelaksanaan Undang-Undang
Otonomi Daerah
Studi Kritis: Urgensi Undang-Undang
Tindak Pidana Terorisme Menurut .
ANDIK PUJI Dr, Hasbi Hasan, SH., MH dan

53 SANTOSO 16010261123 Undang-Undanmg No.15_ Tahun 2003 Lukmanul Hakim, Ph.D 18/MH/53/AND 3/9/2019
Dalam Perspektif Kepastian Dan
Kedaulatan Hukum Di Indonesia
Perlindungan Hukum Terhadap
Konsumen Atas Wanprestasi Dalam
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang |Dr. H. Hasbi Hasan, MH Dan Dr.

54 |ROSELLA ARVITA| 15010262039 |Dilakukan Pengembang Rumah Susun |Joko Sriwidodo., SH., MH., 18/MH/54/R0OS 3/9/2019
Dikaitkan Dengan Undang-Undang MKn.,C.L.A
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen
Sinergitas Penegakan Hukum Korwas

CINDERA PPNS Dengan Penyidik Bareskrim Polri|Dr.H.Hasbi Hasan,MH dan Birgjen Can.

> PUSTAKA 16010261029 Dalam Meningkatkan Pengungkapan |[Pol.Dr.Drs.Agung Makbul,SH.,MH. 18/MH/55/CIN 03-Sep-2019
Tindak Pidana Di Budang Merek
Ez:gauggtgﬁngj;\’;?nbanHak;iqndakSen dF;i:ijana/ Dr.Joko Sriwidodo,SH.,MH.,M.Kn,

56 |Dea Hermawan 15010262012 Persukusi ( EIGENRICHITING) Dalam C.L.A dan Prof.Dr. Suhandi 18/MH/66/DEA 19-11-19

Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Cahaya,SH, MH,MBA.
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PANJI WIRATNO

16010261188

Sistem Hukum Di Indonesia Terhadap
Anak Yang Menghadapi Permasalahan
Hukum

Prof. Dr. M.S. Tumanggor, SH.,
MH dan Dr. hasbi Hasan,. MH

18/MH/57/PAN

03-Sep-2019

58

NOPIYANSYAH

16010262114

Perlindungan Hukum Dan Penerapan
Prinsip Pengampunan Utang Debitor
Dalam Penyelesaian Sengketa Pailit
Berdasarkan Undang-undang Nomor
37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan
Dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang

Prof. Dr. Suhandi Cahayana, SH.,
MH dan Dr. hasbi Hasan,. MH

18/MH/58/NOP

03-Sep-2019

59

Stefan Joy
Karewur

16010261096

Perlindungan Hukum Terhadap
Konsumen atas Penyelanggaraan
Undian Oleh Pelaku Usaha Tanpa
Legalitas Yang Sah Berdasrkan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1954

Dr.Hj.Marni Emmy
Mustafa,SH.,MH. dan DR.H.Hasbi
Hasan,MH

18/MH/59/STE

19-11-19

60

Muhdian Anshari

13010261081

Penerapan Itikad Baik Sebagai Salah
Satu Alasan Pembatalan Merek Pada
Tingkat Kasasi Dikaitkan Dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2016 Tentang Merek Dan Geografis
(Studi Kasus Putusan Nomor 591
K/PDT.SUS-HKI/2016)

Prof.Dr.M.S. Tumanggor,
SH.,M.Si dan Dr. H. Hasbi hasan,
MH

18/MH/60/MUH

19-11-19

61

R. Bagus
Yuniadji

14010261026

Urgensi Pengaturan Soft Approach
Pemberantasan Terorisme Dalam
Perspektif Hukum Di Indonesia

Prof.Dr.Suhandi
Cahaya,SH.,MH.,M.B.A dan
Dr.H.Hasbi Hasan,SH.,MH.

18/MH/61/BAG

19-11-19

62

Gatot Rusbal

16010261049

Pertanggung Jawaban Direksi Atas
Perbuatan Pidana Dalam Perseroan
Terbatas (Studi Ksus Putusan Mahkamah
Agung Nomor 340 K/Pid.Sus/2014)

Dr.H.Hasbi Hasan, MH dan Dr.Ismail
Rumadhan,SH.,MH

18/MH/62/GAT

19-12-02




Implementasinya Dalam Sistem
Peradilan Pidan Dan Paradigma

Prof.Dr.Suhandi

. .,M.B. 7/31/201
63 | WASIYEM 15010262021 Aparat Penegak Hukum terhadap Hak Cahaya,SI-! ,MH.,M.B.A dan 18/MH/63/WAS /31/2019
. Dr.H.Hasbi Hasan,SH.,MH.
Hak korban Kejahatan
MHD.TOMMY Upaya Penegakan Hukum Terhadap |Brigjen.Pol.Drs.Agung
64 y 16010261114 [tenaga Medis Yang Melakukan Tindak [Makbul,SH.,MH dan Dr.H.Hasbi |18/MH/64/TOM 7/31/2019
FRANATA . .
Pidana Malpraktik Hasan,MH.
Perlindungan hokum Terhadap
DIMAS ) . Prof.Dr.Idzam Fautanu,MA dan
65 SETIAWAN 16010261021 |Investor Di BEI Sebaga_l Suatu Dr.H.Hasbi Hasan,MH 18/MH/65/DIM 7/31/2019
Perkembangan Industri Psar Modal
Penghapusan Merek berdasarkan
NURUL HIKMAH Undang-Undang Nomor 20 Tahun Prof.Dr.Idzam Fautanu,MA dan
66 FADHILLAH 16010261023 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Dr.H.Hasbi Hasan,MH 18/MH/66/NUR 7/31/2019
Geografis
Signifikasi UU ITE Dan Perkembangan
hokum Bisnis Di Indonesia Dalam .
RIZKY ANDI i . . Dr.H.Hasbi Hasan,MH dan
67 SANJAYA 16010261053 |Perspektif Keadilan Dan Kepastian Lukmanul Hakim,Ph.D 18/MH/67/RIZ 7/31/2019

hokum (Studi Kasus UU ITE No.11
Tahun 2008 Jo No.19 Tahun 2016




Efektifitas Penegakan hokum Dan
Perlindungan Hukum Terhadap
Perdagangan Anak Melalui Undang -
Undang Perlindungan Perempuan Dan

Prof.Dr.Suhandi

68 |AMELIA S 15010262020 [Anak (The Effectiveness Of Law Cahaya,SH.,MH.,M.B.A dan 18/MH/68/AME 7/31/2019
Enforcement And The Protection Of |Dr.H.Hasbi Hasan,SH.,MH.
The Law Againts Child Trafficking
Through Legislation - Law On
Protection Of Women And Children)
Pelanggaran HAM Berat Dalam Prof.Dr.Suhandi
69 |ASRINA MARINA | 15010261093 |Perspektif Hukum Internasional Dan |Cahaya,SH.,MH.,M.B.A dan 18/MH/69/ASR 7/31/2019
Hukum Nasional Dr.H.Hasbi Hasan,SH.,MH.
Implementasi Undang-Undang Nomor 13
HERY Tahun 2016 Tentang Paten Dalam Prof. Dr. Suhandi Cahayana, SH.,
70 SERYAWAN 14010262005 Kaitanya Dengan Praktik Persaingan MH dan Lukmanul Hakim,Ph.D. 18/MH/70/HER ¥3/2020
Usaha
Implementqasi Proses Penangkapan,
Pemeriksaan Penahan Tersangka Sesuai
Dengan Hukum Acara Pidana (KUHAP)
71 |WELTON 160101261098 [Sebagaimana Diatur Dalam Undang- |- 1-Dr- 1dzan FautanuMA dan 1, g /pp /51 /gy 3/5/2020
SIAHAAN e Dr.H.Hasbi Hasan, MH
Undang Nomor 8 Tahun 1981 Ditinjau
Dari Perlindungan Hak Asasi manusia
(HAM)
Mekanisme Penerapan Sanksi Pidana .
o . . Prof.Dr.Suhandi
PANJI PRADISTO Militer Bagi Anggota TNI Yang Terlibat
72 GINANJAR 15010261080 Dalam Penyalahgunaan Dan Peredaran Cahaya,SH.,MH.,MBA. Dan 18/MH/72/PAN 1/15/2021

Narkotika

Dr.Hasbi Hasan,MH




VICTOR

Strategi Penegakkan Hukum Kepolisian

Prof.Dr.Idzam Fautanu,MA dan

73 |ALEXANDER 16010261122 [Dalam Pemberantasan Aksi Tindak Dr.H.Hasbi Hasan MH 18/MH/73/VIC 3/30/2021
LATEKA Pidana Terorisme Di Indonesia r.H.Rasbi Hasan,
Pemanfaatan Obligasi Daerah (Municipal
Bond) Sebagai Salah Satu Alternatif Prof.Dr.M.S.Tumanggor, SH.,M.Si
74 | SRI HASTUTI 14010261092 Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur |dan Dr.H.Hasbi Hasan, MH 18/MH/74/SRI ¥30/2021
Daerah
DADI PERMANA Evektivitas Kepolisian Dalam Penyidikan |Dr.H. Hasbi Hasan, MH dan
& PUTRA 16010262153 Penanganan Tindak Pidana Narkotika Lukmanul hakim, Ph.D 18/MH/75/DAD ¥31/2021
Perlindungan Hukum Terhadap
MUH FADHILY Konsumen Dalam Transaksi Perdagangan [Dr.H. Hasbi hasan, MH dan
76 PRAYODI 16010261144 E-Commerce Perspektif Hukum Nasional [Dr.Hj.Marni Emmy Mustafa, SH.,MH 18/MH/76/MUH ¥31/2021
Dan Internasional
Signifikansi Dan Implementasi
Penyelesaian Sengketa Perdata Serta .
77 |HOSMI 12010261021 |Efisiensi Hukum Dalam Persfektif Undang]{ O 1Umanggor, M-SidanDr-H. 1y o /ey /55 /H10S 3/31/2021
MUBAROK . . .~ |Hasbi Hasan, MH
Undang (Studi Kasus Pengadilan Negeri
Masamba)
Implementasi Restorative Justice
Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan
SATRI JHONAS G Hukum Berdasarkan Pasal 5 Undang- Prof.Dr.ldzam Fautanu, SH.,MH dan
16010261
’8 BATUBARA 6010261084 Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang [Dr.H. Hasbi hasan, MH 18/MH/78/SAT ¥31/2021

Sistem Peradilan Pidana Anak (Analisis
Putuan Nomor: 176/PID/2016/PN.JKB)




Peranan Komandan Dalam Penegakan
ukum Di Kesatuan Pasukan Pengamanan

Dr.H.Hasbi Hasan, MH dan Dr.Agung

79 |ENDAR ISNADI 16010261166 |Presiden Berdasarkan Undang-Undang 18/MH/79/END 4/1/2021
. . Makbul, Drs,SH.,MH
Tentara Nasional Indonesia Nomor 34
Tahun 2004
Kepemilikan Manfaat Korporasi
DEMAZ (Beneficial Ownership) Dalam Penegakan [Lukmanul hakim, Ph.D dan Dr.
80 16010262037 18/MH/80/DEM 4/1/2021
ADIPUTRA Tindak Pidana Korupsi,Pencucian Uang  |Kristiawanto,SH.,MH /MH/80/ 24
Dan Kepastian Hukum Dilndonesia
Prof.Dr.Suhandi
MAGDI JHON Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Di
81 15010262131 Cahaya,SH.,MH.,MBA d 18/MH/81/MAG 4/22/2021
CRONY GIRSANG Perusahaan Akibat Kepailitan anaya . an /MH/81/ 122/
Dr.H.Hasbi Hasan, MH
Tanggung Jawab bank  Terhadap
NURPITASARI Kesalahan Dalam Penagihan Tunggakan|Dr.H.Hasbi Hasan,MH dan
82 ANGGRAENI 15010262076 Kartu Kredit (Studi Kasus Putusan MA|Dr.Yunirman Rijan, SH.,MKn.,MH 18/MH/82/NIUR Y28/2021

Nomor: 1527K/Pdt/2015)




TESIS MEGISTER ILMU HUKUM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS JAYABAYA
LULUSAN TAHUN 2019

NO

NAMA

NO.POKOK

JUDUL TESIS

PEMBIMBING

NO.PANGGIL
PANGGIL

TGL
CATAT

HARRY ROYON
POLTAK

1601026108

Peran Dan Mekanisme Lembaga
Perbankan Dalam Mencegah Dan
Menanggulangi Praktek Tindak Pidana
Pencucian Uang Secara Online

Prof.Dr.Suhandi
Cahaya,SH.,MH.,M.B.A dan
Dr.H.Hasbi Hasan,SH.,MH.

19/MH/01/HAR

28 Jun 2019

THERGIVSON SL

15010261109

Penerapan Asas Restorative Justice
System Dalam Perkara Tindak Pidana
Yang Dilakukan Oleh Anak

Prof.Dr.Idham Fautanu, MA dan
Dr.H. Hasbi Hasan.,MH

19/MH/02/THE

28 Jun 2019

Iwan Novianto

16010261162

Dualisme Kewenangan Antara Kantor Staf]
Presiden (KP) Dengan Dewan
Pertimbangan Presiden (WATIMPRES)
Dalam Perspektif Hukum Tata Neqara

Prof.Dr.Masyhudzulhak dan
Lukmanul Hakim.P.hD

19/MH/03/IWA

3 Juli 2019

Yusuf

16010262047

Kekusaan Presiden alam Pemberin
Persetujua Penyidikan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat

Dr.Jusuf Hariri, SH.,M.Si dan
Dr.Taswen Tarib, BcIM.,SH.,MH

19/MH/04/YUS

3 Juli 2019

Ariawan

15010262027

Fungsi Dan Kewenangan Mahkamah
Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Dalam
Penegakan Kode Etika Anggota Dewan

Prof.Dr.Masyhudzulhak dan
dR.tASWEN tARIB.bCim.,sh.,mh

19/MH/05/ARI

3 Juli 2019

Nandang
Nurdiansyah

15010262060

Kebijakann pemerintah Dalam
Memberikan Bebas Visa Kunjungan
Sebagai Upaya Mendukung Pariwisata
Indonesia Dikaitkan Dengan Stabilitas
Negara (studi atas Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Keimiarasian)

Prof.Dr.Masyhudzulhak dan Dr.
Taswen Tarib, BcIM,SH.,MH

19/MH/06/NAN

3 Juli 2019

Muhammad Rifaldy
Nasution

15010262058

Perlindungan Hukum Terhadap
Pelanggaran Hak-Hak Ciptaan Hasil Karya
Lagu Atau Musik Terhadap Lagu Milik
Daerah

Prof.Dr.Suhanadoi
Cahaya,SH.,MH.,MBA dan Dr.H.Hasbi
Hasan.,MH

19/MH/07 /MUH

3 Juli 2019




Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Anak Dalam Melakukan Tindak Pidana
Kecelakaan Lalu Lintas Dan Keadilan

Dr.H.Hasbi hasan.,MH dan Lukmanul

8 |NOVAN HARPANTA 14010262087 |Hukum Di Indonesia Studi kasus UU . 19/MH/08/NOV 3-Sep-19
. Hakim.P.hD
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
dan Putusan Perkara Nomor
123/PID.SUS/2014/PN,IKT.TIM)
Penyelesaian Perkara Terhadap Prajurit _
9 |1a3aT HIDAYAT 13010262040  |Tentara Nasional Indonesia Yang Brigjen Pol.Dr.Agung Makbul,SH.MH |, o, 109 /3437 3-Sep-19
. ) dan Dr.H.Hasbi HAsan., MH
Melakukan Tindak Pidana
Tinjauan Yuridis Ide Dasar Kewenangan
Jaksa Agung Republik Indonesia Dalam  |Dr.Tofik Yanuar Chandra,SH.,MH dan .
10 |JAMES.H.SIAGIAN 16010262131 Mengesampingkan Perkara Pidana Di Dr. Kristiwanto, SH.,MH 19/MH/10/JAM 3-5ep-19
Indonesia
SATRIO JANU Pertanggungjawaban Pidana Korporasi |y ) Liachi Hasan. MH dan Dr. Joko
11 KURNIAWAN 16010261013 |Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Sri.wilclodo SH MH.’M Kn.C.L A. 19/MH/11/SAT 3-Sep-19
Putusan MA Nomor 787 K/Pid.Sus/2014) A A
Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang .
ELLY Dr.H.Hasbi hasan.,MH dan Lukmanul
12 ISTIANAWATI 16010261050 Berhadapgn Dengan Hukum Dalam Hakim.P.hD 19/MH/12/ELL 3-Sep-19
Perkara Pidana Pencabulan
Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah
Umur Dalam Hukum Pidana Di Indonesia |Dr.H.Hasbi hasan.,MH dan Lukmanul
13 |SUWOKO HADI 19010262098 (Analisis Studi Pada Nomor Perkara: Hakim.P.hD 19/MH/13/SUW 3-5ep-19
550/Pid.Sus/20174/PN.DPK)
Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak .
14 |pwrsuLantoro | 1501026109 |Persaingan e-Commerce Dalam Perspektif | D -Hasbi hasan. MH dan Lukmanul |4 g vy 1 47 DWI 3-Sep-19
Hakim.P.hD
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016
Peran PPATK Dalam Pemberantasan .
15 |Busroni 14010262191 |Tindak Pidana Pencucian Uang Di 3;'2;'?,53:;353”"'\4“ dan Lukmanul | o mH/15/BUS 19-11-19
Indonesia -
Penegakan Hukum Tindak Pidana
Keimigrasian Terhadap Warga Negara .
16 |Paroy Buki 17010261069 |Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas 1|0 aswem Tarib.BC.IM.SH.MH dan| g vy 16/pAR 19-11-19

Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi
Soekarno Hatta

Dr.Atma Suganda,SH.,MH




Sanksi Hukum Bagi Anggota TNI Dalam

Penyalhgunaan Narkotika Dan|Prof.Dr.Fauzie Yusuf
17 |Asep Harry, S.H. 16010262002 |0Obat_Obatan Berbahaya Menurut|Hasibuan,SH.,MH dan Dr.Djoko 19/MH/17/ASE 19-11-19
Undang_Undang Nomor 35 Tahun 2009|Sriwidodo,SH.,CLA.,MH.,MKn
Tentang Narkotika
Perjanjian Perkawinan Dan Pembagian
. . Harta Bersama Dalam Perkawinan|Prof.Dr.Idham Fautanu, MA dan
18 |Indah Riyanti 17010261104 Campuran Pasca Keputusan Mahkamah|Dr.Atma Suganda, MH.,M.Hum 19/MH/18/IND 19-11-19
Konstitusi Nomor 69/PII-XIII/2015
Rido Rolly Maruli Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana|Dr.H.Hasbi hasan.,MH dan Lukmanul o
19 Parsaoran Purba 16010261110 Pendanaan Guna Aksi Terorisme Hakim.P.hD 19/MH/19/RID 19-11-19
Efektivitas  Pelaksanan =~ Pembebanan
Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi
(Suatu  Analisis Yuridis Berdasarkan .
20 |Hery Baskoro 14010261167 |Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999|Pr:H-Hasbi hasan. MH dan Lukmanul 149 i\ 20,/ HER 19-11-19
Hakim.P.hD
JO. Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GOOD
CORPORATE GOVERNANCE) Dalam
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007|Prof.Dr.Idham Fautanu, MA dan o
21 | Abubakar Renhoat | 14010261003 Tentang Perseroaan Terbatas Pada PT.|Dr.Ismail.Rumadan,SH.,MH 19/MH/21/ABU 19-11-19
Dok Dan Perkapalan Waiame (Persero)
Ambon
Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi
Terhadap Informasi Yang Menyesatkan|Prof.Dr.Suhandi
22 | Mansur 17010261056 |Dalam Prospektus Oleh Emiten Pada|Cahaya,SH.,MH.,M.B.A dan Dr. Atma [{19/MH/22/MAN 19-11-19
Penawaran Saham Perdana Di Pasar|Suganda,SH.,M.Hum.
Modal
Perlindungan Hukum Terhadap Debitur
Pailit Pada Tahap Perdamaian Dalam .
23 | Erlin Octavia 15010262104 |Proses PKPU (Studi Kasus: PT. Saripari|2 - -HAsbi HAsan.,MH dan Dr. 19/MH/23/ERL 19-11-19

Pertiwi Abadi Lawan PT Bank Cimb Niaga
Tbk,)

Hj.Marni Emmy Mustafa,SH.,MH




Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang

Berkonflik Dengan  Hukum  Melalui
24 |Harry Pratomo 17010261118 |Penerapan Diversi Dan Asas Keadilan| O -D-Idham Fautanu, MAdan Dr. g, vy 24 /AR 19-11-19
Adhi Nugroho . . i ) Toufik Yanuar C,SH.,MH
Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak Di Indonesia
Perkembangan Tindak Pidana Perjudian
25 |Iin Inayah 18010261020 |Dan Penegakan Hukum Oleh Kepolisian| or->r-1dham Fautanu, MA dan 149 my 55 /11N 19-11-19
) . Dr.Atma Suganda, MH.,M.Hum
Republik Indonesia
Pencegahan Radikalisasi Terhadap .
26 |Deden Rahmad 16010261112  |Pengaruh Website Dan Social Media Pada| 0+ -Hasbi hasan.MH dan Lukmanul 14\ /26 pED 19-11-19
Hidayat ) . i . ) Hakim.P.hD
Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia
Tinjauan Yuridis Pemberian Pembebasan
27 |Riky Alhambra 16010261117 . . . Cahaya,SH.,MH.,MBA dan Lukmanul |[19/MH/27/RIK 19-11-19
Dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan ( Hakim.Ph.D
Studi Di Lembaga Pemasyarakataan Klasa T
IIA Subang
Kedudukan Tugas Dan Wewenang Jaksa
Sebagai Pengacara Negara Dalam
Penyelesaian Tindak Pidana
28 | Tri Sutrisno 1701026175 |Penyelenggaraan Jaminan Sosial Secara|" 00" dham Fautanu, MAdan Dr. -y My 28 /1Rr 19-11-19
o . ; ) Toufik Yanuar C,SH.,MH
Non Litigasi Bagi Pemberi Kerja Yang
Menunggak Iuran BPJS Kesehatan
Cabana Jakarta Selatan
Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 1
. Tahun 2016 Tentang Penjaminan|Prof.Dr.M.S. Tumanggor,SH.,M.Si r
29 |Adi Susanto 16010262022 Terhadap Keabsahan Penerbitan Jaminan|Dan Dr. H.Hasbi Hasan, MH 19/MH/29/ADI 19-11-19
Surety Bond Oleh Perusahaan Asuransi
gzggnagig“;‘fna rfawuanba” Ja;:';“”;elaD:';ger: Dr.Hj.Marni Emmy Mustafa, SH.,MH
30 |Antonius Yudianto | 17010261026 9 ggung  -awab - reiayanan 4., pr Toufik Yanuar Chandra, 19/MH/30/ANT 19-11-19
Terhadap Catatan Medis Ringkasan SH. MH
Pulang Pasien Di Rumah Sakit !
31 | Beni Kusworo 16010261109 Upaya Penegakan  Hukum  Dalam|Dr.H.Hasbi hasan.,MH dan Lukmanul 19/MH/31/BEN 19-11-19

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Hakim.P.hD




32

Estatiana Dian
Romanti, SH

16010261135

Perlindungan Hukum Terhadap
Pelanggaran Merek Terdaftar Dikaitkan
Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2016 Tentang Merek Dan Indikasi
Geografis  (Study Kasus Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 938K/PID.SUS-HKI/2017)

Dr.Hj.Marni Emmy Mustafa, SH.,MH
dan Dr.H.Hasbi Hasan, MH

19/MH/32/EST

19-11-19

33

Andra Bani
Sagalane

13010261093

Implementasi Dan Implikasi Sosialisasi
Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Prof.Dr.Idzam Fautanu, MA dan Dr.
Hasbi Hasan, MH

19/MH/33/AND

19-11-19

34

Nasruddin

13010262086

Penerapan Pidana Tambahan Uang
Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi
Sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun
2001 Tentang Perubahaamn atas Undang
Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Analisis Putusan Perkara Nomor :
24/PID.B/TPK/2012/PN.JKT-PST Dan
Putusan Perkara Nomor:
29/PID/TPK/2015/PT.DKI)

Dr.H.HAsbi HAsan.,MH dan Dr. Joko
Sriwidodo,SH.,MH.,M.Kn.C.L.A

19/MH/34/NAS

19-11-19

35

Answar

16010261036

Kepastian Hukum Dalam Penerapan
Aspek Pidana Terhadap Tindak Pidana
Pertahanan

Prof.Dr.Idzam Fautanu, MA dan Dr.
Hasbi Hasan, MH

19/MH/35/ANS

19-11-19

36

Ernie Nurheranti
Micele Toele

13010262084

Tumpang Tindih Regulasi Dan
Pengaruhnya terhadap Kemudahan
Investasi Di Daerah

Prof. Dr. M.S.Tumanggor, SH.,M.Si
dan Prof.Dr. Suhandi
Cahaya,SH.,MH., MBA

19/MH/36/ERN

19-11-19

37

Suryo Wicaksono

15010262134

Kewenangan Mahkamah Agung Dalam
Mengisi Kekosongan Hukum Terkait
Penanganan  Tindak  Pidana  Oleh
Korporasi

Prof.Dr.Idham Fautanu, MA dan
Dr.H. Hasbi Hasan.,MH

19/MH/37/SUR

19-11-19

38

Andre Irwanda

17010261103

Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak Atas
Upaya Hukum Terhadap Surat Ketetapan
Pajak Yang Diterbitkan Berdasarkan
Undang_Undang Pengampunan Pajak

Dr.Sartono,SH.,MH.,M.Si dan
Dr.Khalimi,SE.,SH.,MM.,MH

19/MH/38/AND

19-11-19




39

Hendra Wijaya

15010262133

Kewenangan Antar Lembaga Penengak
Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana
Terhadap Penerapan Perlindungan Saksi
Dan Korban Suatu Tindak Pidana

Prof.Dr.Idham Fautanu, MA dan
Dr.H. Hasbi Hasan.,MH

19/MH/39/HEN

19-11-19

40

ASWAR

16010261036

Kepastian Hukum Dalam Penerapan
Aspek Pidana Terhadap Tindak Pidana
Pertanahan

Prof.Dr.Idham Fautanu, MA dan
Dr.H. Hasbi Hasan.,MH

19/MH/40/ASW

19-11-19

41

MUHAMMAD
HASBI

13010261072

Penyelesaian Kredit Macet Perbankan
Melalui Pataye Eksekusi Hak Tanggungan
Dengan  Mekanisme Lelang Yang
Dilaksanakan Dihadapan Pejabat Lelang

Prof.Dr.M.S. Tumanggor,SH.,M.Si
Dan Dr. H.Hasbi Hasan, MH

19/MH/41/MUH

19-11-19

42

MARULAK
SUNGGUL
ARITONANG

15010262090

Penegakan Hukum Terhadap Anggota
Militer Yang Melakukan Tindak Pidana
Narkotika Di Lingkungan Pengadilan
Militer II-08 Jakarta Pada Putusan
Pengadilan Militer Nomor : 323-K/PM II-
08/AD/XI1/2016

Prof.Dr.Suhandi
Cahaya,SH.,MH.,M.B.A dan
Dr.H.Hasbi Hasan,SH.,MH.

19/MH/42/MAR

19-11-19

43

Bambang Utoyo

15010262086

Analisis  Yuridis Pengaturan Dan
Pengawasan Perbankan Syariah Indonesia

Prof.Dr.Idzam Fautanu, MA dan Dr.
Hasbi Hasan, MH

19/MH/43/BAM

19-12-02

44

Andewi Susetyo

17010261042

Kewenangan Komisi Pemiliham Umum
Dalam Pembentukan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-
XV1/2018

Dr.Umar Suryadi Bakry,MM.,MA dan
Dr.Ismail, SH.,MH

19/MH/44/AND

19-12-02

45

Sulardi

15010262038

Kepastian Hukum Putusan Praperadilan
Sesuai Dengan Sistem Peradilan Pidana
Indonesia

Prof.Dr.Suhanadi
Cahaya,SH.,MH.,MBA dan Dr.H.Hasbi
Hasan.,MH

19/MH/45/SUL

19-12-02

46

Pamunggara Lutfhi
Respati

16010262088

Pengisian Jabatan Gubernur Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Menurut Sistem
Hukum Indonesia Untuk Mewujudkan
Demokrasi Pancasila

Dr.Umar Suryadi Bakry,MM.,MA dan
Dr.Ismail,SH.,MH

19/MH/46/PAM

19-12-02

47

Lucy Ernawati

13010262117

Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat
Notaris Menurut Hukun Di Indonesia

Prof.Dr.Suhanadi
Cahaya,SH.,MH.,MBA dan Dr.H.Hasbi
Hasan.,MH

19/MH/47/LUC

19-12-02




48

Teguh Hadi
Wardoyo ( Ditarik
blm Sidang Tesis)

16010262091

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap
Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Perpajakan Di Indonesia (Analisis Undang
Undang Nomor 6 Tahun 1983
Sebagimana Diubah Terakhir Dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan)

Dr.Abdul Anshari Ritonga,SH.,MH
dan Dr.Topik Yanuar
Chandra,SH.,MH

19/MH/48/TEG

19-12-02

49

M.DANIL
DARMAWAN

15010262066

Kepastian Hukum Kewenangan Menteri
Dalam  Negeri Dalam  Pembatalan
Peraturan Daerah (Perda) Berdasarkan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

Dr.H.Hasbi Hasan,MH dan
Dr.Taswem Tarib,Bc.Im.,SH,MH

19/MH/49/DAN

7/31/2019

50

HERI SUPRIADI

17010261027

Dampak Kebijakan Hukum Pidana
Terhadap Tindak Pidana Penghinaan /
Pencemaran Nama Baik Melalui Internet
Sebagai Cybercrime

Prof.Dr.Idzam Fautanu, MA dan Dr.

Atma Suganda,SH., MH

19/MH/50/HER

7/31/2019

51

AGUNG wiBowo

17010261120

Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tindak
Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada
Putusan Nomor
1992/Pid.B/2017/PN.JKT.BAR)

Prof.Dr.Suhandi
Cahaya,SH.,MH.,M.B.A dan
Dr.H.Joko
Sriwidodo,SH.,MH.M.Kn.,CLA

19/MH/51/AGU

3/5/2020

52

ARMAN SYAH
RAZAK

14010262118

Kewenangan Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah (APIP) Dalam Meningkatkan
Efektivitas Penegakan Hukum

Prof.Dr.H.Fauzie yusuf
Hasibuan,SH.,MHdan Dr.Taswen
Tareb, SH.,MH ,Bc.IM

19/MH/52/ARM

3/5/2020

53

RINALDI UMAR

16010261156

Kepastian Hukum Penyelesauian Tindak
Pidana Korupsi Pada Bank Pemerintah
Dalam Perspektif Undang-Undag Nomor
31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Dan
Ditambah Dengan Undang-Undnag Nomor
20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidan Korupsi

Prof.Dr.Suhandi
Cahaya,SH.,MH.,M.B.A dan Prof
Dr.Idzam Fautanu,M.A

19/MH/53/RIN

3/5/2020

54

THOMAS
DOLFINUS
FANULENE

17010261101

Aspek Hukum Pidana dalam Kecelakaan
Penyelgamatan Serta Tanggung Jawab
Korporasi Bagi Keluarga korban

Prof.Dr.Tumanggor,SH.,M.Si dan

Brigjen Pol.Dr.Agung Makbul, SH.,MH

19/MH/54/THO

3/5/2020




Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Pajak

NENNY FERINA . Dr.Yon Artiono Arba'i,SH.,MH dan
55 STAHAN 17010261062 |Air Permukaan Berda§arkan l?eraturan Dr.Sartono,SH.,MH.,M.Si 19/MH/55/NEN 3/5/2020
Perundang-Undangan Di Indonesia
NIKSON Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi|Dr.Atma Suganda,SH.,MH dan
i MARPAUNG 17010261024 Kemaritman di Indonesia Dr.Kristiawanto,SH.,MH 19/MH/56/NIK ¥/5/2020
Pencabutan Hak Memilih Dan Pilih Dalam
Jabatan Publik Terhadap Narapidana|Dr.H.Joko
57 |NURINZAN AMRIN 16010262014 |Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasusu|Sriwidodo,SH.,MH.,CLA.,MKn dan 19/MH/57/NUR 3/5/2020
Putusan Mahkamah Agung Nomor 537|Dr.H.Hasbi Hasan,MH
K/Pid.Sus/2014)
Penerapan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan . _
58 |ARMAYNI 16010261094 |Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian|>:H:HasbiHasan, MH dan Brigien 1, g iy 58/ ARM 3/5/2020
. Pol.Dr.Agung Makbul, SH.,MH
Uang (Money Loundering) Atas Pelaku
Tindak Pidana Penipuan Haji Dan Umrah
MUHAJIRIN Peranan Hukum Adat Arak Keliling Negeri Prof.Dr.Idham Fautanu. MA dan
59 |SYUKUR 13010262201 |(Tita AIYI) Dalam Menyelesaikan Kasus DrH. H.asbi Hasan MHI 19/MH/59/MUH 3/5/2020
MARUAPEY Asusila Zina T Y
Kepastian Hukum Dalam Proses Likuidasi
CAHAYA Perusahaan/Pembubaran Perusahaan Prof.Dr.Tumanador.SH..M.Si dan
60 |CHRISTMANTO 15010262140 |(PMA) Dikaji Dari aspek UU No. 40 Tahun| "0 - Has%% VH o 19/MH/60/CAH 3/5/2020
ANAK AMPUN 2007 Tentang Perseroan Terbatas Studik| ™ "~ v
Kasus PT. Omya Indonesia
Pertangungjawaban Pidana Korporasi
ERWIN INDRA Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup|Prof. Dr. M.S.Tumanggor, SH.,M.Si
61 KUSUMAH 17010261020 Akibat limbah Bahan Berbahaya Dan|dan Dr.Mariyano,SH.,MH.,Sp.N 19/MH/61/ERW ¥/5/2020
Beracun (B3)
Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Atas
62 |GcoGo caLEsunG 17010261083 Pemberiaan Amnesti Terhadap Baiq Nuril|Prof.Dr.Idzam Fautanu, MA dan Dr. 19/MH/62/GOG 3/5/2020

Pelaku Tindak Pidana Pencemaraan Nama
Baik Melalui Media Elektronik

Taufik Yanuar C,SH., MH




Perlindungan Hukum Atas Pemegang
Saham Dalam Perusahaan Media Yang

Prof.Dr.MS Tumanggor,SH.,M.Si dan

63 |SUNANTO 17010261060 |Berafiliasi den.gan' Par.tal Politik Dikaitkan Dr.Marni Emmy Mustafa, SH., MH 19/MH/63/SUN 3/5/2020
Dengan Doktrin Fiduciary Duty Dan Good
Corporate Governance
Penerapan Undang-Undang No 35 Tahun
2009 Terhadap Kebijaksanaan sanksi . _
64 ;ng’g‘ggo 16010261164  |Pidana Kurungan Penganti Pidana Dendan Ec:iHszsT:asl\i;I’(tl)\:ljll-l g;” mglen 19/MH/64/SUG 3/5/2020
Pada Pelaku tindak Pidana Narkotika| > 94"d re
dalam Sistem Peradilan di Indonesia
Disharmonisasi Undang-Undang Nomor
41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan
Dr.Atma Suganda,SH.,MH dan
65 |TUBAGUS FERT 16010261139 |Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003\, > . - 19/MH/65/TUB 3/5/2020
RELASYAH Tentang Pertambangan Mineral Dan .
. Ramli,SKM.,,SH.,M.Sc.,MH
Batubara dalam Hal Perlindungan Dan
Penaelolaan hutan
Penegakan Hukum  Pidana  Dalam .
WIDODO . .|Prof.Dr.Abdul Gani,SH.,MH dan
66 SUPRIYANTO 17010261157 I\KllelzjnlzaerLcJII::kuanzjlln Menyempaikan Pendapat Di Dr.Atma Suganda, SH.,MH 19/MH/66/WID 3/5/2020
Konstruksi Hukum Pengaturan Laporan
MUHAMAD Keterangan Pertanggungjawaban Kepala|Dr.Taswem Tarib.BC.IM.,SH.,MH dan
67 MUBAROK 16010262122 daerah Kabupaten/Kota Dalam|Dr.Ismail,SH.,MH 19/MH/67/MUH ¥/5/2020
Perpsepektif Desentralisasi
Tinjauan Yuridis Terhadap Keterlambatan
Pemberitahuan Pengambilan Saham PT. Prof. Dr. M.S.Tumanador. SH. M.Si
68 |JARNO BUDIYONO 13010265056 |HD Finance, Tbk Oleh PT. Tiara Marga o T ggor, SH., M. 19/MH/68/JAR 3/5/2020
. . dan Dr.H.Hasbi Hasan,MH.
Trakindo Larangan Praktek Monopoli Dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat
Kerjasama Perbankan dengan Kepolisian
Negara Republik Indonesia  dalam
Pemberian Data Nasabah Guna|Brigjen Pol.Dr.Agung Makbul,SH.,MH
69 |JUNIKO MICHAEL 17010261028 Mempercepat Penyidikan Berdasarkan|{dan Dr.Marni Emmy Mustafa,SH.,MH 19/MH/69/JUN ¥/5/2020

Undang_Undang Nomor 7 Tahun 1992
Tentana Perbankan




70

LYSA ANGGRAENI

17010261046

Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen
Dalam Penyalahgunaan Akun Paylater
(Kredit Tanpa Kartu) Pada Layanan
aplikasi Traveloka

Dr.Marni Emmy Mustafa,SH.,MH dan
Dr.Maryano,SH.,MH.

19/MH/70/LYS

3/5/2020

71

MARLIAH

16010262067

Penerapan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan TindaK Pidana Pencucian
Uang di Lingkungan Peradilan Militer

Prof.Dr.Suhanadi
Cahaya,SH.,MH.,MBA dan Dr.H.Hasbi
Hasan.,MH

19/MH/71/MAR

3/5/2020

72

VICTOR
SURYADIPTA

14010261163

Asas Kemndirian Indenpedensi Hak8im
Dalam  Memeriksa, Mengadili Dan
Memutus Perkara Pidana Berdasarkan
Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Dr.H.HAsbi HAsan.,MH dan Dr.
Isma'il Rumadhan,SH.,MH

19/MH/72/VIC

3/5/2020

73

WULAN
WINDIARTI

17010261107

kepastian hukum Batas Usia Perkawinan
Di Berbagai Daerah Indonesia Dikaitkan
dengan Undag-Undang No. 1 Tahun 1974

Prof.Dr.MS Tumanggor,SH.,M.Si dan
Brigjen (Pol) Dr.Agung Makbul
Mustafa,SH.,MH

19/MH/73/WUL

3/5/2020

74

YUDIS SETTAWAN

16010262031

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen
Atas Produk Kosmetik Yang Mengandung
Bahan Berbahaya Asasm Retinoat

Prof.Dr.MS Tumanggor,SH.,M.Si dan
Dr.Atma Suganda,SH.,MH

19/MH/74/YUD

3/5/2020

75

ZAMRUL AINIT

15010262070

Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee
Dalam Perjanjian  Franchise Dalam
Perpspektif ~ Sistem Hukum  Perdata
Indonesia

Prof.Dr.Idzam Fautanu, MA dan Dr.
Hasbi Hasan, MH

19/MH/75/ZAM

3/5/2020

76

ROBBY RACHMAN

16010261115

Eksekusi Hak Tanggungan Yang Menjadi
Boedel Pailit Dalam Kedudukanya sebagai
Kreditur Separatis

Dr.H.Hasbi hasan.,MH dan Lukmanul
Hakim.P.hD

19/MH/76/ROB

3/5/2020

7

ROBY HERI
SAPUTRA

16010261113

Implementasi Payung Hukum Transaksi
Bisnis E-Commerce Di Indonesia

Dr.H.Hasbi hasan.,MH dan Lukmanul
Hakim.P.hD

19/MH/77/ROB

3/5/2020

V)

PRISKA SIREGAR

15010262136

Pelindungan Hukum  hak-Hak Isteri
Setelah Perceraian akibat Tindak Pidana
Kekerasn Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Menurut Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 1983

Dr.Hj.Marni Emmy Mustafa, SH.,MH
dan Dr.H.Hasbi Hasan, MH

19/MH/78/PRI

3/5/2020




AGUNG PURNOMO

Perlindungan Hukum Dan Keadilan

Dr.H.Hasbi hasan.,MH dan Lukmanul

77 AJl 14010261038 Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual [Hakim.P.hD 19/MH/79/AGU ¥/5/2020
ST. IKO Konsep Pidana Pengawasan Dalam Sistem|Dr.H.Hasbi hasan.,MH dan Lukmanul
80 SUDJATMIKO 15010261163 Pemidanaan Di Indonesia Hakim.P.hD 19/MH/80/1KO ¥/5/2020
Pembuktian ~ Malapraktik ~ Kedokteran|Prof.Dr.MS Tumanggor,SH.,M.Si dan
81 |ADRIZAL DAHLAN 17010261094 Dikaitkan Dengan Asas Res Ipsa Loquitur |Dr.Taufik Yanuar C,SH.,MH 19/MH/81/ADR ¥/5/2020
Pengaturan Lembaga Kredit Berbasis
I WAYAN ADI Masyarakat adat Sebgai Instrumen|Prof.Dr.H.Fauzie yusuf
82 17010262002 |Kelembagaan Hukum ekonomi (Studi|Hasibuan,SH.,MHdan Dr.Zulkarnain |19/MH/82/WAY 3/5/2020
ARYANTA ) . )
Kasus Pada LPD Di Kawasan wisata|Sitompul,SH.,MH
Bandung Selatan)
Eksekusi Putusan komisi Informasi Dalam
Kasus Permohonan Informasi  Dari|Dr.Amran Suadi,SH.,MH.,MM dan
83 | STEVE NARAHA 16010262106 |Pengawasan Korupsi Indonesia Ke Markas|Brigjen (Pol) Dr.Agung 19/MH/83/STE 3/5/2020
Besar  Kepolisin Negara Republik|Makbul,SH.,MH
Indonesia
HASTUTI Perlindungan Hukum Anak Yang Terlibat|Prof.Dr.Idzam Fautanu, MA dan Dr.
54 DAMAYANTI 17010261073 Tindak Pidana Terorisme_ _ _ Atma Suganda,SH., MH 19/MH/84/HAS ¥/5/2020
CHANDRA EIeDrI\]lE;gaIlsin rals-:ukrlél:qhadze'm\llsgfs;anNeoc'l:\E;z Dr.Taufik Yanuar C,SH.,MH dan
85 |HOTMANDUS 17010261044 |’ g p Warga Teg ' Y 19/MH/85/CHA 3/5/2020
Asing Yang Melakukan Tindak Pidana|Dr.Atma Suganda,SH.,MH
TURNIP .o )
Keimigrasian
Perbuatan Melawan Hukum
Penyalahgunan Dana Nasabah Oleh .
8 |amupr Lusrs 17010261088 |Perusahaan  Pialang  dalam  Praktek| T arni Emy Mustofa,SH. MH dan 1,4 vy, 86/aMu 3/5/2020
. . Dr.Arif Wibisono,SH.,L.LM
Perdagangan Berjangka Komoditi Produk
emas Tesis
ANAK AGUNG ADE Hukum waris Adat Bali Dan Perlindungan Dr.H.Hasbi hasan.. MH dan Lukmanul
87 | WICHASENA 15010261001 |Hukum Dalam Perspektif Keadilan Hukum Ha.kir.n P.hD Y 19/MH/87/ANA 3/5/2020
PARBAWA Dan hukum Nasional T
Upaya pencegahan Dan Penanggulangan
i i itusi i i Prof.Dr.ldh Faut , MA dan Dr.
88 |CHOIRUL ANAM 17010261074 |1Indak Pidana Prodtitusi Online Dari rot.=r.dham Fautanu an v 119/MH/88/CHO 3/5/2020

Perspektif Penegakan Hukum Di Kota
Cilegon

Toufik Yanuar C,SH.,MH




89

GINDO HUTAHAEAN

17010126106

Kedudukan Kurator Dalam
Menyelesaikan Boedel Pailit Beradapan
Dengan Penyitaan Oleh Penyidik Polri

Dr. Marni Emmy Mustofa, SH.,MH
dan Dr. Siti Nurdjanah, SH.,MH

19/MH/89/GIN

3/30/2021

90

ALBERT PANCA
HASUDUNGAN

16010262093

Peranan Kurator Dalam Melakukan

Pengurusan Harta Pailit Perusahaan
Berdasarkan UU No.37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan Dan Penundaan
Kewaiiban Pembayaran Utang

Prof.Dr.Suhandi
Cahayas,SH.,MH.M.B.A dan
Dr.H.Hasbi Hasan, MH

19/MH/90/ALB

3/30/2021

91

SATRI JHONAS G
BATUBARA

16010261084

Implementasi Restorative Justice
Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan
Hukum Berdasarkan Pasal 5 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak (Analisis
Putuan Nomor: 176/PID/2016/PN.JKB)

Prof.Dr.ldzam Fautanu, SH.,MH dan
Dr.H. Hasbi hasan, MH

19/MH/91/SAT

3/31/2021

92

IVAN ADHITIRA

17010261080

Perlindungan Hukum Bagi Pengguna
Internet Sebagai Korban Dari Pelaku
Cybercrime Ditinjau Dari Undang-Undang
No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas
Undang-Undang No.11 Tahun 2008
Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik

Prof.Dr.Abdul Gani ,SH.,MH dan Dr.
Arief Wibisono, SH.,LLM

19/MH/92/IVA

4/5/2021

93

GLERY LAZUARDI

15010262046

Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat
Dari Persfektif Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2006 Tentang
Kewarganegaraan

Dr.H.Hasbi Hasan, MH dan
Dr.Taswen Tarib, SH.,MH.,Bc,Im

19/MH/93/GLE

4/5/2021




RIFKI SEFTIRIAN

Penegakan Hukum Penanganan
Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Yang

Prof.Dr.Abdul Gani, SH.,M.Si dan

94 17010261082 |M babkan Korban Meni | Duni 19/MH/94/RIF 4/6/2021
YUSUE enyebabkan Korban Meninggal Dunia Dr Arief Wibisono, SH.,LLM 9/MH/94/ 1/6/20.
Karena Kerusakan Jalan Menurut Undang-
Undang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan
RAHMAT Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Prof.Dr.Abdul Gani, SH.,M.Si dan Dr.
95 17010261081 19/MH RAH 4/5/2021
SAMPURNO Pelanggaran Lalu Lintas Nurwidiatmo, SH.,MH 9/MH/95/ /5/20
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Prof.Dr.H.Fauzie Yusuf Hasibuan,
96 |DEDE MAHENDRA 15010262089 |Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan  |SH.,MH dan Brigjen.Pol.Dr.Agung 19/MH/96/DED 4/5/2021
Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 Makbul,SH.,MH
Pengakan Hukum Terhadap Tindak Prof.Dr.Suhandi Cahaya,
AGUNG MATAUCH enaan U P dnancl =anave,
97 13010262115 |Pidana Dibidang Perbankan Dalam SH.,MH.,MBA dan Dr.H.Hasbi Hasan,|19/MH/97 /AGU 4/22/2021
PUTRA ; ;
Mengatasi Kredit Macet MH
Penyelesaian Sengketa Partai Politik
Dalam Perspektif Kepastian Keadilan Dr.H.Hasbi Hasan. MH dan Frof
98 |FERNITA 14010262180 |Hukum Di Indonesia (Studi kasus Putusan|_ | Y 19/MH/98/FER 4/22/2021

Mahkamah Partai Dalam SengketaPartai
Persatuan Pembangunan)

Dr.ldzam Fautanu, MA




TESIS MEGISTER ILMU HUKUM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS JAYABAYA
LULUSAN TAHUN 2020
NO NAMA NO.POKOK JUDUL TESIS PEMBIMBING NO.PANGGIL TGL
PANGGIL CATAT
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Penggelapan Biro Jasa . -
ARMY 0 .. |Dr.H.Hasbi Hasan.MH dan Brigjen
1 TRISMAYANDI 16010261136 |Ibadah Haji dan Umrah dalam Perspektif (Pol) Dr.Agung Makbul SH. MH. 20/MH/01/ARM 3/5/2020
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008
Tentang Haii dan Umrah
Hak Dan Kewajiban Para Pihak Kredit e nrLs
2 |ROLANDO BUTAR- | 17110262046  |Sindikasi Dalam Proses Penundaan Dr.Arif Wibisono,SH.,L.L.M dan Dr. 14 My 102/R0L 3/29/2021
BUTAR .. Sartono, SH.,MH
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
FIRTON ERNESTO \F;:rnllnd'll:lgrgljaa;b;itUKg:'l -'Il:(iagglfdl?/IZnK:?SILtaor: Dr.Hj.Marni Emmy Mustafa, SH.,MH
3 |m 18010261051 g gaj - Y 210 120/MH/03/FIR 3/29/2021
Tagihan Dalam Proses Penundaan|dan Dr. Atma Suganda, SH.,MH
SIMANUNGKALIT ..
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
Kepastian Hukum Bagi Waijib Pajak Atas
4 |[PAPOSAN LUMBAN 18010261080 |Pembebanan Biaya Promosi Dalam|2 S2rtono, SH.MH dan Dr. Atma |4 My 04 /HAP 3/29/2021
GAOL . . . Suganda, SH.,MH
Penghitungan Pajak Penghasilan
Implementasi Sistem
FREDDY OSLAN Pertanggungjawaban Pidana Korporasi|Dr.Tofik Yanuar Chandra, SH.,MH
2 PARINGATAN 18010261064 Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum]|dan Dr. Kristiawanto, SH.,MH 20/MH/05/FRE ¥29/2021
Pidana Indonesia
Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang Dalam
Kewujudkan  Kepastian ~ Hukum  Di -
6 gg:s;%a 15010262014 |Indonesia (studi kasus Putusan Nomor E’Jkrﬁgitj“’:'aaif; s;:}.,glh dan 20/MH/06/NUR 3/29/2021
1491 K/Pid.Sus/2016]Jo Nomor 6783 e
/Pid.Sus/2015/PN.Jkt Sel dan Undang-

Undana Nomor 8 Tahun 2010)




Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang

7 |WAODE KARTIKA 17010261113 |Hak Cipta Atas Musik Dan Lagu Dari|o-Hi-Marni Emmy Mustafa, SH.MH 1,4 vy 07/ wa0 3/29/2021
SARI i : o dan Dr. Ismail, SH.,MH
Pembajakan Di Era Digitalisasi
Tindak Pidana Korupsi Sebagai Ajaran
Sifat Melawan Hukum Dan Pembuktian
Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Prof.Dr.Suhandi Cahaya,
8 |FARIZ RAHMAN 17010261036 |Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun [SH.,MH.,M.B.A dan Lukmanul Hakim, |20/MH/08/FAR 3/29/2021
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Ph.D
Pidana Korupsi Sebagaimana Telah
Diubah Dan UU RI Nomor 20 Tahun 2001
Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan
Perjanjian Kredit Perumahan Rakyat . .
9 |7ITIN SARTIKA 15010262001  |(KPR) Secara Di Bawah Tangan Di pr  |Or-Hi-Marni Emmy Mustafa, SH.MH 1,4 vy 09 /117 3/29/2021
dan Dr. H. Hasbi Hasan, MH
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
cabang Tangerang
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap .
TEGUH HADI ) . ) i Dr. Abdul Anshari Ritonga, SH.,MH
19 | warpoyo 16010262091 |Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana | 4. b Tofik Yanuar Chandra, SH,mH| 2/ MH/10/TEG ¥29/2021
Perpaiakan Di Indonesia
Kewenangan Peradilan tata Usaha Negara
Dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dr.Atma Suganda,SH.,MH dan
11 |DARYONO 16010262020 Terhadap Penyalahgunaan Wewenang DrTaswen Tarib, SH.,MH.,Bc. Im 20/MH/11/DAR ¥29/2021
Penyelenggara Negara
Analisis Putusan Pemecatan Oleh Hakim
KRESNA Militer Terhadap Tindak Pidana Narkotika [Prof.Dr.H.Fauzie Yusuf
12 KRESNAWAN 16010262089 |Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI (Studi  [Hasibuan,SH.,MH dan Dr. Atma 20/MH/12/KRE 3/29/2021
Kasus Perkara Nomor:17-K/PM II- Suganda,SH.,MH
08/AD/I11/2019)
Penguatan Sanksi Pidana Bagi Korporasi |Dr. Atma Suganda,SH.,MH dan Dr.
13 |DHANI RANTI 18010261038 Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perpajakan |Abdul Anshari Ritongga, SH.,MH 20/MH/13/DHA ¥29/2021
ARIF TAUFIK Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak [Dr. Hj. Marni Emmy Mustofa, SH.,MH
1 WIJAYA 17010261061 Tenaga Kerja Akibat Kepailitan dan Dr. Arief Wibisono, SH.,LL.M 20/MH/14/ART ¥29/2021




15

DANNY PRATAMA
SOETARDJO

18010261012

Kewajiban Diversi Dalam Penanganan
Tindak Pidana Anak Yang Berkonflik
Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan
Pidana Dilndonesia

Dr.Joko Sriwidodo, SH.,MH.,M.Kn
dan Dr.Tofik Yanuar Chandra,SH.,MH

20/MH/15/DAN

3/31/2021

16

HECHRIN PURBA

17010262077

Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah
Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dalam
Undang-Undang No.5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara

Dr.Maryano, SH.,MH dan Dr. Siti
Nurjanah, SH.,MH

20/MH/16/HEC

3/31/2021

17

YOKO suvu
THORHAVEN

18010261040

Penurunan Jabatan Oleh Perusahaan
Kepada Pekerja Akibat Adanya
Pembaharuan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT)

Dr. Hj. Zawiyah
Ramlie,SKM,MH.,MSC,MH dan Dr.
Marni Emmy Mustafa, SH.,MH

20/MH/17/YOK

3/31/2021

18

ROZZY FARDIAN

18010261079

Menguasai Tanah Hak Milik Orang lain
Sebagai Perbuatan Melawan Hukum
Berdasarkan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata

Dr.Marni Emmy Mustafa, SH.,MH dan
Dr. Maryano, SH.,MH

20/MH/18/R0OZ

3/31/2021

19

NICO POLTAK.S

17010262114

Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara
Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan
Hukum Melalui Pendekatan Restorative
Justice Berdasarkan  Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak

Prof.Dr.H.Fauzie Yusuf
Hasibuan,SH.,MH dan Dr.
Kristiawanto,SH.,MH

20/MH/19/NIC

4/6/2021

20

ANRI SAPUTRA
SITUMEANG

16010262025

Signifikansi Reka Ulang Sebagai Metode
Penyidikan Perkara Pidana Dalam Mencari
Kebenaran Materil

Lukmanul hakim, Ph.D dan Dr.
Kristiawanto, SH.,MH

20/MH/20/ANR

4/6/2021

21

SHILTON

17010261076

Penerapan Keadilan Restoratif Dalam
Mediasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam
Rumah Tangga Pada Pelaksanaan Undang
Undang No.23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tanaga

Prof.Dr.Abdul Gani, SH.,MH dan Dr.
Arief Wibisono, SH.,MH

20/MH/21/SHI

4/6/2021

22

SAHAT TAMBUNAN

17010262007

Kedudukan Sita Umum Dengan Sita
Pidana Dalam  Perkara  Kepailitan
Terhadap Badan Hukum Koperasi

Dr. Arief Wibisono, SH.,LLM dan
Dr.Hj.Marni Emmy Mustafa, SH.,MH

20/MH/22/SAH

4/6/2021




23

PIREN ARAUNA
MELLU

17010262039

Lembaga Penjamin Simpanan Dalam
Penguatan Hubungan Dan Perlindungan
Hukum Antara Nasabah Kreditur Dan
bank

Prof.Dr.H.Fauzie Yusuf Hasibuan,
SH.,MH dan Dr.Zulkarnaen Sitompul,
SH.,MH

20/MH/23/PIR

4/5/2021
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NO

NAMA

NO.POKOK

JUDUL TESIS

PEMBIMBING

NO.PANGGIL
PANGGIL

TGL
CATAT

AGUS SUNTORO

17010262013

Pnyadapan Oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi Dihubungkan Dengan
Perlindungan Hak Asasi Manusia

Prof. Dr. Abdul Manan,
SH.,S.IP,M.Hum

21/MH/01/AGU

422/2021

ALFA DERA

17010262037

Penerapan Pertanggung Jawaban Subjek
Hukum Korporasi dalam Perkara Tindak
Pidana Korupsi Yang Ditangani Oleh
Kejaksaaan Republik Indonesia

Dr.Yon Artiono Arba'i, SH.,MH dan
Dr. Sartono,SH.,MH

21/MH/02/ALF

422/2021

ANDI MUHAMMAD

16010261185

Pembebasan Bersyarat Terhadap
Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam
Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Dr.Tofik Yanuar Chandra,SH.,MH dan
Dr.Ramlani Lina Sinaulan,SH.,MH

21/MH/03/AND

422/2021

ARIF RCHMAN
KHAKIM

18010262088

Penerapan Sanksi Pidana terhadap
Korporasi Pelaku Tindak Pidana Dumping
Limbah B3 Ke Media Lingkungan Hidup
Dari  Perspektif = Pertanggungjawaban
Mutlak (Strict Liability)

Dr.Tofik Yanuar Chandra,SH.,MH dan
Dr. Kristiawanto,SH.,MH

21/MH/04/ARI

4/22/2021

AZ ZUKHRUF

18010261008

Penyelesaian Sengketa Dumping Antara
Negara Indonesia Dengan Australia
Dalam Hal Kebijakan Ekspor-Impor
Produk Kertas A4 Asal Indonesia

Dr. Siti Nurdjanah, SH.,MH dan
Dr.Yusuf Ausiandra, SH.,LL.M
(EMTTLF).,MDBF.,Ph.D

21/MH/05/AZ2Z

4/22/2021

BAHRUR ROSI

18010261001

Kewenangan badan Pengawas Pemilihan
Umum (Bawaslu) DalamPenyelesaian
Sengketa Proses Pemilu Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Prof.Dr.Abdul Manan,
SH.,S.IP.,M.Hum dan Dr.Ismail,
SH.,MH

21/MH/06/BAH

4/22/2021




Pembimbing Kemasyarakatan Balai
Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan

Dr.Joko Sriwidodo,SH.,MH.,M.Kn,CLA

7 |BETTY RATNASARI 16010261145 Pidana Anak Bagi Keadilan Hukum anak dan Dr. Ramlani Lina Sinaulan, 21/MH/07/BET 4/22/2021
) ; SH.,MM.,MH
Di Indonesia
Pertanggungawaban Pidana Pelaku i
Dr.Tofik Yanuar Chandra,SH.,MH dan
BRIAN MANUEL Tindak Pidana Pengeroyokan Yang . =
8 SAMUSAMU 18010262019 Menyebabkan Matinya Orang Dikaitkan D_r. Eamlani Lina 21/MH/08/BRI 4/22/2021
. . Sinaulan,SH.,MM.,MH
Dengan Teori Kausalitas
DEDDY Pertanggungjawaban Pidana Aborsi Ilegal [Dr. Eamlani Lina
9 17010262085 |Yang Dilakukan Dokter Dalam Sistem Sinaulan,SH.,MM.,MH dan Dr. 21/MH/09/DED 4/22/2021
TEDJASUKMANA, B . ) . -
Pweradilan Pidana Indonesia Kristiawanto, SH.,MH
Keterlibatan TNI Dalam Penegakan
Hukum Tindak Pidana Terorisme Ditinjau [Dr. Eamlani Lina
10 |DODY SAPUTRA 16010262159  |Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun2018|Sinaulan,SH.,MM.,MH dan Dr. 21/MH/10/DOD 4/22/2021
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  |Kristiawanto, SH.,MH
Terarisme
Perlindungan Hukum Terhadap
Pengusaha Dalam Melakukan Pemutusan . .
11 |EDWAN HAMIDY 17010262034  |Hubungan Kerja (PHK) Kepada Pekerja | F-2awiah R,SH.,SKM. MSC. MH - 5, 0rr /11 /6D W 4/22/2021
. . . dan Dr.Maryano,SH.,mH
Yang Menjabat Sebagai Pngurus Serikat
Pekerja / Serikat Buruh
FABRIAN WILLEM Kepastian Hukum Kepailitan Terhadap
12 |ENGELBERT 16010262105 |Harta Bersama Setelah Terjaadi ?F'{MV?/%"?‘a”_‘a"it'r;g"_;' Sdsn SDrND:,IOde 21/MH/12/FAB 4/22/2021
MAMAHIT Perceraian - Wida) 13,51/ 5PT./
Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak i
FANEMA ) ) . Dr.Tofik Yanuar Chandra,SH.,MH dan
13 ANUGERAH 17010262024 Plda.ma Korup_S| Badan Ugaha Milik Negara Dr. Joko Sriwidodo, SH., MH., MKn 21/MH/13/FAN 4/22/2021
Dari Perspektif Hukum Pidana
Cobaga Korban Ekeplotes Seksual vang |- Ramiani Lna Sinauian,
14 |FREDIANSYAH 18010262024 . 9 p . 9 SH.,MM.,MH dan Dr. Diah Sulastri 21/MH/14/FRE 4/22/2021
Dilakukan Oleh Mucikari Pada Dewi. SH..MH
SistemPeradilan Pidana Di Indonesia e
Implementasi Pencegahan Tindak Pidana i
FREDRIK . i Dr.Tofik Yanuar Chandra,SH.,MH dan
15 LANITAMAN 17010262112 |Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Dr. Kristiawanto,SH., MH 21/MH/15/FRE 4/22/2021

Pidana Korupsi Di Indonesia




Perlindungan Hukum Korban Tindak|Dr. Eamlani Lina
16 |HAIJA WAKANO 16010262157 |Pidana Perkosaan Dalam Perspektif|Sinaulan,SH.,MM.,MH dan Dr. 21/MH/16/HAI 4/28/2021
Hukum Pidana Indonesia Maryano, SH.,MH
Kepastian Hukum Bagi Penyidik Dalam . - .
HERU ANTARIKSA . . .__|Dr.Rr.Dijan Widiyowati,SH.,MH dan
17 CAHYA 16010262079 LPJe;rrllznganan Tindak Pidana Pencucian Dr.Drs.Agung Makbul,SH., MH 21/MH/17/HER 4/28/2021
Pertangungjawaban Korporasi Sebagai i
18 |1aPOSMAN 18010262092 |Pelaku Tindak Pidana Human Trafficking|2 O1K Yanuar Chandra,SH.MH dan)| 5, /vy, /1 0/54p 4/28/2021
. Dr. Kristiawanto,SH.,MH
Terhadap Anak Buah Kapal Indonesia
Pelaksanaan Pidana Mati Terhadap
MARYIL Pemberantasan Kejahatan Tindak Pidana|Dr.Drs.Agung Makbul,SH.,MH dan
19 WOROTITIJAN 18010261015 Korupsi Dihubungkan Dengan Hak Asasi|Dr. Kristiawanto,SH.,MH 21/MH/19/MAR Y26/2021
Manusia
Politik Hukum Perpanjangan Izin Kontrak
NICKEN SARWO ) Prof.Dr.H.Abdul Manan,
20 RINI 16010262019 Karyg Dalam Rangka Mewujudkan SH.S.iP,M.Hum dan Dr.Ismail.SH. MH 21/MH/20/NIC 4/28/2021
Kesejahteraan Rakyat
Eksistensi Pengadilan pajak Sebagai|Prof.Dr.H.Abdul
21 ﬁ:ﬁiﬁl}’;‘x\’GAN 16010262137 |Solusi Sengketa Pajak Dalam Kekuasaan|Manan,SH.,S.Ip.,M.Hum dan 21/MH/21/PAR 4/28/2021
Kehakiman Di Indonesia Dr.Hj.Marni Emmy Mustofa, SH.,MH
Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak
Pidana Pencucian Uang Oleh Penyidik|Dr. Ramlani Lina
22 |RACHMAWATI 16010262075 |Polri Merujuk Pada Rekomendasi Financial|Sinaulan,SH.,MH.,MM dan 21/MH/22/RAC 4/28/2021

Action Task Force On Money Loundering
(FATF)

Dr.Drs.Agung Makbul,SH.,MH




